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MOTTO   
Inna ma'al ushri yusraa 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu 
telah selesai dari suatu urusan kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang 
lain dan hanya kepada Tuhanmu hendaknya kamu berharap.  
( QS : Al-Insyirah 6-8 ). 
Hanya ingin menyemangati; yang sedang berusaha berdiri di atas kaki 
sendiri, yang sedang berusaha tetap mandiri karena orang lain tidak selamanya 
ada di bumi.  
Ditinggal yang pernah berjanji selalu ada, pasti pernah. Ditimpa gagal lalu 
ingin bangkit lagi, pasti tidak mudah. Tetapi semesta selalu yakin kamu bisa, asal 
tidak menyerah.  
Jangan pernah tidak percaya pada dirimu sendiri. Karena ketika nanti 
dirimu berhasil, kamu akan merasa bahwa pijakan paling kuat adalah kakimu 
sendiri.  
(Farisandani) 
Be thankful for what you have; you’ll end up having more. If you 
concentrate on what you don’t have, you will never, ever have enough.   
(Oprah Winfrey) 
I just constantly tell myself that I should be the only one to define my 
worth and what I’m capable of and how I perceive my self, and that I should 
never source that worth from other people.  
(Catriona Elisa Magnayon Gray) 
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Dony Is Prawiranata, 5117500054, Pengaturan Garage Car : Perbandingan 
Indonesia dan Jepang, Pembimbing Dr. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag, 
Kanti Rahayu, S.H., M.H. 
 
 
Masalah parkir sering dianggap sebagai aspek perencanaan kota dan 
transportasi yang terabaikan, disusul dengan pesatnya minat kepemilikan mobil 
masyarakat di dunia. Banyak masyarakat di kota besar baik di negara maju dan 
berkembang memiliki kendaraan pribadi roda empat dengan kecanggihan 
teknologi yang mumpuni namun menderita kekurangan area parkir untuk 
dijadikan hunian garasi. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimanakah penerapan 
pengaturan Garage Car di Indonesia dan Jepang dan untuk mengkaji 
bagaimanakah persamaan dan perbedaan pengaturan  Garage Car di Indonesia 
dan Jepang. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan metode Library Research 
(penelitian kepustakaan). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 
Normatif. Teknik pengumpulan datanya melalui studi kepustakaan (Library 
Research) dan dianalisis dengan metode analisis data kualitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Penerapan pengaturan Garage Car 
di Indonesia masih belum berjalan dengan baik, Undang-Undang Nomor 22 tahun 
2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang merujuk pada ketentuan parkir 
dan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi 
tidak efektif dan membuat masyarakat sadar. Banyak masyarakat masih 
menyepelekan akan aturan yang ada. Sanksi yang diberikan pada peraturan yang 
berlaku juga masih kurang tegas, kurang mengikat dan menyadarkan masyarakat.  
Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi 
dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang 
membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. 








Dony Is Prawiranata, 5117500054, Garage Car Arrangement: Comparison of 
Indonesia and Japan, Advisor Dr.  Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag, Kanti 
Rahayu, S.H., M.H. 
 
 
  The problem of parking is often seen as a neglected aspect of urban 
planning and transportation, followed by the rapid interest in car ownership in the 
world.  Many people in big cities in both developed and developing countries 
have private four-wheeled vehicles with capable technological sophistication but 
suffer from a lack of parking areas for garage occupancy. 
  This study aims to describe how the implementation of Garage Car 
arrangements in Indonesia and Japan and to examine how the similarities and 
differences in Garage Car arrangements in Indonesia and Japan. 
  This type of research is a research using the Library Research method 
(library research).  The approach used is the Normative approach.  Data collection 
techniques through library research (Library Research) and analyzed using 
qualitative data analysis methods. 
  The results of this study indicate that the implementation of Garage Car 
regulations in Indonesia is still not going well, Law Number 22 of 2009 
concerning road traffic and transportation refers to the parking provisions and 
DKI Jakarta Regional Regulation Number 5 of 2014 concerning Transportation 
ineffective and makes  society is aware.  Many people still underestimate the 
existing regulations.  The sanctions given in the prevailing regulations are also 
less strict, less binding and make the public aware. 
  Based on the results of this study, it is hoped that it will become material 
for information and input for students, academics, practitioners, and all those in 
need in the Faculty of Law, Pancasakti University of Tegal. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Parkir mobil menjadi salah satu topik yang semakin penting dan 
banyak dibicarakan oleh masyarakat umum dan professional di era global 
teknologi transportasi. Fenomena ini terjadi seiring dengan perkembangan 
waktu yang ditandai dengan ketidakseimbangan antara pemasokan ruang 
parkir dan permintaan parkir yang dianggap sebagai faktor penunjang alasan 
banyaknnya permasalahan parkir metropolit. Masalah parkir sering dianggap 
sebagai aspek perencanaan kota dan transportasi yang terabaikan yang disusul 
dengan pesatnya minat kepemilikan mobil masyarakat dibelahan dunia.1 
Banyak kota-kota besar di negara maju serta berkembang dengan masyarakat 
yang rata-rata dapat memiliki kendaraan pribadi roda empat didukung 
kecanggihan teknologi yang mumpuni namun menderita kekurangan area 
parkir. 
Teknologi transportasi roda empat yang canggih didukung dengan 
mekanisme modern pada setiap lini masa tidak akan pernah terlepas dari 
istilah “Garage Car” atau lahan parkir kendaraan yang biasa umumnya 
disebut dengan garasi. Garasi mobil masih menjadi suatu masalah yang besar 
dihadapi oleh masyarakat metropolit masa kini. Salah satu permasalahan yang 
sering terjadi di kota-kota besar di negara maju dan berkembang adalah 
                                                          
1 Hossam El-Din,“Car Parking Problem in Urban Areas Causes and Solutions”, El Gouna 




kurangnya lahan untuk parkir kendaraan roda empat. Kepadatan bangunan di 
perkotaan serta banyaknya masyarakat tidak patuh akan aturan yang berlaku 
mengakibatkan kurangnya lahan untuk parkir kendaraan. Beberapa para 
pengemudi terbiasa menggunakan badan jalan atau bahkan lahan milik 
tetangga untuk memarkirkan kendaraan mereka. Runtutan permasalahan 
tersebut tentu sangat mengganggu dan merugikan, terutama untuk pejalan kaki 
serta masyarakat setempat. Keberadaan jalan serta lahan milik masyarakat 
sebagai tempat untuk parkir  kendaraan pribadi roda empat  masih menjadi 
pemandangan buruk yang dapat masyarakat temukan setiap harinya baik 
dalam kota maupun daerah. 
Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kota telah menghimbau 
masyarakat dengan memberikan solusi serta mengatasi permasalahan parkir 
yang terjadi. Himbauan ini dimulai dari memberlakukan sosialisasi lewat 
beberapa acara yang diadakan oleh pemerintah setempat maupun 
pemberitahuan melalui beberapa media  elektronik bahkan saat ini pemerintah 
telah  melakukan tindakan tegas seperti memberlakukan tilang, serta menderek 
beberapa kendaraan roda empat yang tidak menghiraukan himbauan tersebut. 
Kompilasi himbauan yang pemerintah berikan tidak mendapat respon positif 
yang secara signifikan dari kalangan masyarakat yaitu khususnya mereka yang 
telah terbiasa memparkirkan kendaraan roda empat mereka dibahu-bahu jalan. 
Bahkan beberapa dari masyarakat banyak terlihat lebih nekat untuk 
memparkirkan kendaraannya di bahu jalan dengan kurun waktu yang amat 
tidak singkat (hitungan hari) akan tetapi beberapa kendaraan dari mereka  
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sudah tidak berfungsi lagi dan hampir menjadi rongsokan atau tidak dapat 
digunakan kembali dibiarkan begitu saja sampai berdebu tanpa ada tindakan 
inisiatif yang seharusnya dapat segera diatasi oleh pemilik kendaraan tersebut.  
Kondisi yang telah menjadi suatu kebiasaan ini sangat memprihatinkan 
mengingat dampak yang ditimbulkan sangat merugikan banyak pihak. 
Semakin banyak dan maraknya kendaraan yang parkir dengan mudahnya 
dibahu jalan atau lahan milik masyarakat bahkan dijalan raya tanpa 
memikirkan kepentingan pengguna jalan yang lainnya otomatis sangat 
merugikan banyak pihak. Jika satu mobil sedang mengalami mogok mesin dan 
harus berhenti dibahu jalan maka akan menimbulkan kemacetan yang sangat 
merugikan kendaraan lain yang akan melewati akses jalan tersebut.  
Kendaraan seperti mobil yang dengan sengaja diparkir dibahu jalan selama 
kurun waktu berjam-jam atau bahkan berhari-hari pasti akan menimbulkan 
banyak dampak sangat parah yang berujung pada tersendatnya laju pengguna  
jalan lainnya.  
Memarkirkan satu kendaraan roda empat dibahu jalan berarti telah 
mengambil satu jalur yang akan digunakan oleh para pengendara. Fenomena 
ini banyak menjadi perdebatan masyarakat setempat serta pada bagian tersebut 
akan terjadi bottle neck yang otomatis menghambat laju para pengendara. 
Selain penyebab banyaknya kemacetan, parkir dibahu jalan juga telah menjadi 
penyebab banyaknya terjadi korban jiwa yang dikarenakan beberapa 
pengendara ingin menghindar dari kendaraan yang parkir dan pada akhirnya 
justru bersenggolan dengan kendaraan lain disebelahnya dan menjadikan 
4 
 
banyaknya terjadi kecelakaan ditempat tersebut. Banyak yang tidak menyadari 
keberadaan kendaraan yang diparkirkan dibahu jalan sehingga ketika ingin 
menyalip kendaraan yang ada didepannya karena merasa disebelah kiri kosong 
akhirnya menabrak kendaraan yang parkir tersebut. Banyaknya kejadian buruk 
yang diakibatkan ini memberikan peringatan keras bahwa pentingnya lahan 
parkir untuk kendaraan pribadi roda empat. 
Fenomena parkir di jalan telah banyak mendapat perhatian pada 
semua kalangan baik kalangan pemerintah sebagai pengambil kebijakan dan 
asosiasi untuk pengguna jalan sebagai user. Namun pada kenyataannya yang 
menjadi masalah terbesar saat ini adalah bagaimana bisa seseorang memiliki 
kendaraan namun tidak memiliki garasi untuk parkir dirumahnya. Fenomena 
ini merupakan pemandangan umum untuk masyarakat ketika melihat mobil-
mobil pribadi yang masih mulus dan bagus namun diparkir inapkan dibahu 
jalan. Beberapa diantaranya diberikan penutup cover mobil dan lainnya hanya 
dibiarkan begitu saja. Mental para pemilik mobil yang demikian sangat 
merugikan banyak pihak, mereka menggunakan bahu jalan raya yang 
notabene adalah fasilitas umum untuk digunakan kepentingan masyarakat 
umum  justru digunakan untuk kepentingan pribadi.  
Pemandangan ini banyak menjadi kontroversi untuk  mereka yang 
tidak pernah berpikir dampak besar yang akan ditimbulkan akibat hal yang 
dilakukan dengan membuat banyak pihak menjadi korban akibat kelalaian 
dalam menaati aturan normatif yang telah dibuat. Melihat kondisi yang sudah 
seperti ini, mereka yang memiliki kendaraan seharusnya sudah dapat 
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memikirkan bagaimana memperlakukan kendaraan itu dikemudian hari, 
kapan waktu yang  harus membawa untuk service, dan kapan harus dicuci 
serta memikirkan jangka panjang dimana untuk diparkirkan secara benar.2  
Sebagai warga negara Indonesia sudah patutnya masyarakat Indonesia 
wajib untuk tertib dan memahami aturan yang telah ditulis oleh Pemerintah 
dengan bijak. Seperti halnya aturan-aturan tata tertib untuk berkendara 
dengan baik, berlalu lintas dengan bijak serta kepemilikan mindset untuk 
ingin tahu dan patuh adanya aturan atau regulasi baru. Undang - Undang di 
Indonesia yang bertujuan untuk mengatur segala bidang lalu lintas dan jalan 
telah diterapkan pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu 
lintas dan angkutan jalan, sedangkan mengacu untuk pengertian parkir pada 
butir pasal dalam undang-undang tersebut yaitu tercantum pada pasal satu 
nomor 15. 
Jakarta merupakan kota pertama di Indonesia yang sudah memiliki 
regulasi resmi terkait garasi mobil. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah 
menerbitkan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Transportasi. Regulasi tersebut telah mengatur mengenai kewajiban dan 
sanksi apabila warga pemilik mobil tidak memiliki garasi. Aturan tentang 
kewajiban pemilik kendaraan bermotor yang diharuskan untuk memiliki 
garasi tertuang dalam Pasal 140. Regulasi yang telah ditetapkan oleh 
Pemerintah tersebut sudah seharusnya menandai bahwa untuk memiliki suatu 
kendaraan mobil harus memiliki lahan untuk parkir sendiri atau garasi mobil 
                                                          
2Irvando Damanik, “Mobil Bagus Namun Tidak Ada Akses Garasi”, Kompasiana, Jakarta, 27 
Maret, 2018, hlm. 1. 
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pribadi. Banyak negara maju maupun berkembang telah memiliki cara untuk 
beradaptasi dengan masalah perparkiran yang mereka alami. 
Jepang merupakan salah satu negara maju yang dapat menjadi contoh 
untuk masalah garasi mobil. Negara matahari terbit ini memiliki sistem 
pengelolaan masalah parkir yang dilakukan secara detail dari hulu sampai 
hilir, dari kepemilikan,serta lahan, hingga regulasi yang telah komprehensif. 
Jepang telah menerapkan pembatasan lahan parkir dan pengenaan tarif tinggi 
sebagai strategi untuk mengatasi kemacetan, terutama di kota Tokyo. Solusi 
ini otomatis memaksa warga Jepang untuk beralih dari mobil pribadi ke 
angkutan transportasi umum. Setiap hari dapat dilihat bahwa kendaraan yang 
melakukan perjalanan di Indonesia beberapa diantaranya telah dapat 
dipastikan sebagai kendaraan buatan Jepang, termasuk kendaraan bermotor 
dan mobil pribadi. Dari harga yang sangat murah hingga yang paling mahal, 
orang Indonesia memiliki kemampuan untuk membeli kendaraan buatan 
Jepang, namun mereka kesulitan untuk menerapkan budaya Jepang.3 
Budaya masyarakat jepang sangat elok terjaga dengan baik dan 
diiringi dengan tidak terlepasnya pada sikap etika mereka ketika berada di 
jalan raya. Masyarakat Jepang sangat tertib untuk urusan lalu lintas dan 
produksi mekanisme transportasinya. Jepang memproduksi kendaraan setiap 
harinya dengan sistem penyesuaian reguler yang mengatur dari kendaraan itu 
sendiri. Sistem tersebut tidak terlepas dari penangan parkir dan 
mekanismenya. Jakarta dan Tokyo merupakan dua kota terbesar yang ada di 
                                                          
3Sauzana Az Zahra, “Mengintip Tata Tertib Lalulintas Ala Jepang”, Kompasiana, Jakarta, 20 Juni, 
2015, hlm. 2. 
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Indonesia dan Jepang yang memiliki perbedaan secara signifikan dalam 
esensi penataan ruang parkir kendaraan. Penataan ruang parkir antara 
Indonesia dan Jepang memang memiliki perbedaan yang sangat signifikan. 
Penataan ruang parkir di Indonesia masih tidak dapat dikatakan baik jika 
masyarakatnya masih menyepelekan aturan yang ada. Banyaknya masyarakat 
Indonesia yang dapat mampu untuk membeli produksi Jepang namun masih 
sulit untuk mencari lahan untuk parkir mobil serta tidak mampu untuk 
mengadopsi sistem yang ada di Jepang. Sudah seharusnya masyarakat di 
Indonesia mencontoh masyarakat di Jepang tidak hanya untuk etika berlalu 
lintas namun juga etika parkir management.  
Regulasi atau peraturan Perundang-Undangan di jepang yang 
bertujuan untuk mengatur tentang lalu lintas ada pada Shako Shomei 1967 
atau peraturan normatif pengajuan sertifikat tempat parkir.4Regulasi yang 
juga bersangkutan adalah Peraturan Undang-Undangan Jepang tentang Parkir 
tahun 1957 yang membahas keberadaan tempat parkir umum dibahu jalan. 
Undang-undang ini mengatur beberapa ambil alih lahan yang sebenarnya 
dilarang untuk digunakan sebagai tempat parkir kendaraan secara pribadi. 
Pemerintah setempat memberlakukan dengan tetap memperbolehkan parkir di 
siang hari dan malam hari, tapi tetap melarang adanya parkir kendaraan 
sampai semalaman. Pada sejumlah kota besar yang ada di Jepang, para 
pengendara mobil yang ingin memarkirkan mobilnya hanya memiliki batas 
waktu 60 menit saja. Lebih dari itu akan dikenai sanksi. 
                                                          
4Paul Barter, “Japan’s Proof of Parking Rule has an essential twin policy”, Reinventing Parking, 
Japan, 4 Juni, 2014, hlm. 3. 
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B.  Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan 
di atas, maka secara lebih konkret, masalah penelitian yang peneliti dapat 
rumuskan adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah penerapan pengaturan Garage Car di Indonesia dan 
Jepang ? 
2. Bagaimanakah persamaan dan perbedaan penerapan pengaturan  Garage 
Car di Indonesia dan Jepang ? 
 
C. Tujuan Penelitian  
Berdasarkan pokok permasalahan di atas, ada beberapa tujuan yang 
melandasi penelitian ini, yaitu: 
1. Untuk mendeskripsikan bagaimanakah penerapan pengaturan Garage 
Car di Indonesia dan Jepang  
2. Untuk mengkaji bagaimanakah persamaan dan perbedaan pengaturan  
Garage Car di Indonesia dan Jepang  
 
D. Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian yang telah penulis lakukan terkait penelitian  dengan 
judul “Pengaturan Garage Car : Perbandingan Indonesia dan Jepang”, 
dibedakan menjadi dua manfaat yaitu sebagai berikut  : 
1. Manfaat Teoritis 
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Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang lebih luas bagi 
pembaca tentang perbandingan pengaturan Garage Car yang ada di 
Indonesia dan Jepang.  
2. Manfaat Praktis 
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman atau perbandingan 
bagi pembaca, praktisi, atau pemerintah dalam pengembangan literasi 
peraturan perundang-undangan dalam pengaturan Garage Car di 
Indonesia. 
 
E. Tinjauan Pustaka 
Berikut penulis ilustrasikan/deskripsikan beberapa penelitian terkait 
dengan penelitian terkait dengan tema “Pengaturan Garage Car : Pebandingan 
Indonesia dan Jepang”, Untuk itu penelitian ini menunjuk dan menghadapkan 
peneliti yang lain, berikut peneliti paparkan : 
 1. Benita Safitri. “Pengelolaan Parkir on Street Oleh Unit Pengelolaan 
Perparkiran DKI Jakarta”. Skripsi ini meneliti tentang Pengelolaan Parkir 
on Street Oleh Unit Pengelolaan Perparkiran DKI Jakarta, dengan tujuan 
untuk menganalisis pengelolaan parkir dengan beberapa teori termasuk 
parkir on Street. Mencermati uraian dari penelitian terdahulu sebagaimana 
diatas ada perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. 
Penelitian yang dilakukan oleh Benita Safitri .“Pengelolaan Parkir on 
Street Oleh Unit Pengelolaan Perparkiran DKI Jakarta”, menggunakan 
teori parkir on Street yang hanya fokus pada penelitian parkir di DKI 
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Jakarta, sementara penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan 
teori parkir management dengan mengkaji dari beberapa literatur.  
2.  Waliyul Ahdi. “Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 
Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”. Skripsi ini membahas dan 
mendeskripsikan mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada penelitian 
terdahulu yang dilakukan oleh Waliyul Ahdi tentang Implementasi 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan. Ada perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh 
penulis. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada kajian pokok 
Undang-Undang tentang bagaimana sistematikan parkir yang benar, 
sedangkan pada penelitian terdahulu diatas fokus kepada keseluruhan isi 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan. 
3. Hermin Ariyani Setiyaningsih. "Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota 
Surakarta dalam Penataan Parkir Guna Mendukung Ketertiban Lalulintas”. 
Skripsi ini membahas bagaimana implementasi kebijakan pemerintah 
daerah kota dalam penataan parkir guna mendukung terciptanya tertib tata 
kota dan lalulintas. Memahami pada uraian penelitian terdahulu diatas ada 
perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penelitian 
Hermin Ariyani Setiyaningsih tentang Implementasi Kebijakan Pemerintah 
Kota Surakarta dalam Penataan Parkir Guna Mendukung Ketertiban 
Lalulintas fokus kepada kebijakan Pemerintah Kota Surakarta dalam tata 
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parkir ruang kota, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih 
mengembangkan kajian fokus penelitian terdahulu yaitu mengkaji 
peraturan Pemerintah Kota Surakarta dalam penataan parkir ruang kota 
dengan beberapa peraturan dan konsep hukum, serta literatur internasional. 
Pada kesimpulannya, dari ketiga penelitian tersebut masih ada 
kekurangan pada setiap versinya. Penelitian ini membahas secara mendetail 
mengenai pengaturan Garage Car : Perbandingan Indonesia dan Jepang untuk 
lebih mengembangkam penelitian lebih lanjut oleh penulis. 
 
F. Metode Penelitian  
1.  Jenis Penelitian  
Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan metode 
Library Research (penelitian kepustakaan). Adapaun Penelitian 
kepustakaan adalah  penelitian yang dilakukan menggunakan beberapa 
dari literatur kepustakaan yaitu baik berupa buku-buku, catatan, serta hasil 
dari penelitian yang telah dilakukan pada penelitian terdahulu.5 Penelitian 
ini termasuk penelitian kepustakaan karena menggunakan data sekunder 
berupa bahan-bahan kepustakaaan. 
2. Pendekatan  
Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah 
pendekatan Normatif. Penelitian hukum normatif adalah proses untuk 
mempelajari dan menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, 
                                                          
5Soejono dan H. Abdurrahman, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, hlm. 56. 
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serta doktrin-doktrin hukum yang berguna untuk menjawab beberapa isu 
yang dihadapi dalam perkembangan ilmu pengetahuan.6 Dalam penelitian 
ini, peneliti menggunakan pendekatan normatif guna untuk menelaah lebih 
dalam perbandingan pengaturan Garage Car di Indonesia dan Jepang . 
3. Sumber Data 
Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data 
Sekunder. Data sekunder adalah data yang dihasilkan oleh studi 
kepustakaan (Library Research). Penelitian ini menggunakan sumber data 
sekunder yaitu berupa bahan-bahan hukum yang diperoleh secara online. 
Untuk mengumpulkan data pada penelitian ini, penulis menggunakan dua 
jenis bahan hukum yaitu: 
a. Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat 
autoratif, artinya mempunyai otoritas. Terdiri dari: 
1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 
2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Internasional 
4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan  
5) Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 
tentang Transportasi. 
                                                          




6) Shako Shomei 1967 tentang peraturan normatif pengajuan sertifikat 
tempat parkir. 
7) Peraturan Undang-Undang (UU) Jepang tahun 1957 tentang Parkir  
b. Bahan Hukum sekunder 
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang akan 
memberikan suatu penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam 
penelitian ini peneliti menggunakan bahan hukum sekunder seperti 
literatur-literatur, buku-buku, jurnal hukum, dan artikel-artikel yang 
berkaitan dengan hukum.7 
4. Metode Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian 
hukum ini adalah studi kepustakaan (Library Research), yaitu mencari 
landasan teoretis dari permasalahan penelitian dengan cara membaca buku 
dan mempelajari literatur yang berhubungan dengan penelitian hukum ini, 
juga penulisan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan sebagainya 
yang selanjutnya diolah dan dirumuskan secara sistematis. Tujuan dari 
studi pustaka pada dasarnya adalah menunjukkan jalan permasalahan 
penelitian.Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data 
dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekuder.8 
Bahan hukum (data sekunder) mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, 
                                                          
7Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 
93. 
8Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 




melingkupi buku-buku sampai pada dokumen-dokumen resmi yang telah 
dikeluarkan oleh pemerintah.  
5. Metode Analisis Data 
Metode analisis yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu 
menggunakan metode analisis data kualitatif. Metode analisis data 
kualitatif adalah metode yang dapat mengkaji secara mendalam dari bahan 
hukum yang ada, kemudian digabungkan dengan teori-teori yang 
mendukung dan ditarik kesimpulan. Bahan hukum primer dan bahan 
hukum sekunder dianalisis secara kualitatif untuk memberikan solusi atau 
preskripsi terhadap rumusan masalah atau menginterpretasikan bahan 
hukum kedalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis sehingga 
diberikan penafsiran dan gambaran yang jelas sesuai dengan rumusan 
masalah untuk kemudian ditarik kesimpulan. 
 
G. Sistematika Penulisan 
Pada laporan penelitian ini  akan disusun ke dalam empat bab dimana 
untuk masing-masing bab akan saling berkaitan. Keempat bab yang tersusun 
tersebut adalah sebagai berikut: 
Bab I Pendahuluan. Pada bab ini memuat seperti: latar belakang 
masalah, permasalahan yang mana akan dicari jawaban, tujuan untuk 
penelitian yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diteliti, manfaat 
untuk penelitian, tinjauan pustaka untuk referensi penelitian, metode 
penelitian, dan sistematika pelaporan penelitian. 
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Bab II Landasan Konseptual. Pada bab ini akan memuat landasan 
teoritik menguraikan tentang pengertian pengaturan hukum, perundang-
undangan, regulasi,pengertian garage car, unsur garage car. 
Bab III  Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini memuat mengenai 
gambaran bagaimanakah penerapan pengaturan Garage Car  di Indonesia dan 
Jepang serta bagaimanakah persamaan dan perbedaan penerapan pengaturan 
Garage Car di Indonesia dan Jepang. 
Bab IV Penutup. Pada bab ini memuat kesimpulan dan saran yaitu 
merupakan suatu jawaban dari permasalahan dan asumsi-asumsi yang telah 





A. Tinjauan Umum Tentang Hukum 
1.   Pengertian Hukum 
Hukum memiliki banyak aspek yang membuatnya tidak mungkin 
memberikan definisi hukum yang tegas dan tepat realitas. Meski tidak ada 
definisi yang sempurna konsep hukum masih menggunakan definisi 
beberapa para ahli yaitu sebagai pedoman dan batasan dalam melakukan 
berkehidupan hukum. Meskipun tidak mungkin untuk menetapkan definisi 
yang lengkap dan lugas namun, beberapa definisi hukum dibawah ini 
dapat menjadi suatu acuan untuk konsep hukum pada realitas 
berkehidupan kedepan yaitu sebagai berikut : 
a. Utrecht mencoba membuat suatu konsep dan panduan hukum bagi orang 
yang ingin belajar hukum. Menurut Utrecht hukum dapat didefinisikan 
sebagai himpunan peraturan (larangan dan perintah) dengan pengurusan 
tata tertib suatu masyarakat serta dapat ditaati oleh masyarakat.9 
b. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa hukum 
adalah peraturan yang  mengikat secara resmi, peraturan perundang-
undangan atau adat istiadat yang dikukuhkan oleh penguasa atau 
pemerintah. Peraturan perundang-undangan mengatur kehidupan sosial 
masyarakat. Standar (aturan, regulasi) yang terkait dengan kejadian 
tertentu (alam, dll.).  
                                                          





c. Sementara menurut Aristoteles, Hukum merupakan kumpulan peraturan, 
tidak hanya mengikat masyarakat, tetapi juga mengikat hakim. Bentuk 
dan isi undang-undang dan konstitusi berbeda. Karena posisi inilah 
undang-undang mengawasi hakim dalam melaksanakan jabatan dan 
tugasnya dalam menghukum orang yang salah. 
Indonesia adalah negara hukum, dan semua warga negara wajib 
mematuhi hukum yang berlaku. Kepatuhan terhadap aturan dan hukum 
adalah konsep yang harus diwujudkan setiap warga negara. Semakin 
seseorang patuh pada hukum maka semakin dapat ditarik kesimpulan 
bahwa tingkat kesadaran hukumnya juga tinggi. 
Norma hukum didasarkan pada peraturan pemerintah daerah. 
Sanksi yang dapat ditimbulkan dari pelanggaran norma ini bersifat tegas, 
mengikat dan wajib. Dapat disimpulkan bahwa hukum merupakan 
kumpulan norma dan sanksi yang menjaga segala ketertiban dan keamanan 
masyarakat. Jika Indonesia tidak memiliki undang-undang yang mengikat 
warganya, maka negara akan hancur. 
 
 
2.   Jenis-Jenis Hukum di Indonesia 
Negara Indonesia memiliki jenis-jenis hukum yang dapat 
diklasifikasikan menurut pada isinya. Berdasarkan pada isinya, jenis-jenis 
hukum tersebut pada dasarnya terdiri dari hukum privat dan hukum publik. 
Baik hukum privat ataupun hukum publik saling memiliki isinya masing-
masing. Penjabaran untuk jenis-jenis hukum di Indonesia adalah sebagai 
berikut : 
 
a.  Hukum publik 
Hukum publik adalah aturan hukum yang mengatur hubungan 
hukum antara warga negara dan negara untuk kepentingan umum. Hukum 
publik adalah hukum yang mengatur negara hukum atau mengatur 




Hukum Pidana adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang 
mengendalikan perbuatan apa yang menjadi dilarang dan termasuk dalam 
tindak suatu pidana, serta juga menentukan hukuman  yang akan didapat 
atau dijatuhkan. Fungsi hukum pidana pada umumnya yaitu untuk 
mengatur kehidupan  bermasyarakat, meyelenggarakan kontrol sosial pada 
masyarakat. 
Hukum Publik memiliki beberapa ciri-ciri yaitu sebagai berikut : 
1) Ruang lingkupnya adalah kepentingan negara atau masyarakat dan   
individu.  
2)  Penguasa negara memiliki status yang lebih tinggi dari pada  individu, 
dengan kata lain undang-undang tersebut dirumuskan oleh otoritas 
nasional.  
3)  Hukum dilaksanakan untuk tujuan dan kepentingan bersama 
masyarakat luas.  
4)  Banyak hubungan antar negara, komunitas dan individu serta faktor    
politik di dalamnya. 
 
 
b. Hukum Privat 
Hukum privat mengatur hubungan antara manusia dan hubungan 
antara satu orang dengan orang lain dengan mengedepankan 
kepentingan pribadi. Hukum privat adalah hukum yang dirancang untuk 
mengatur hubungan antar individu untuk memenuhi kebutuhan sehari-
hari. Hukum privat termasuk hukum perdata. 
Hukum perdata merupakan peraturan yang mengatur hak dan 
kepentingan individu dalam masyarakat. Dalam undang-undang ini, 
asas dasar otonomi warga negara adalah milik sendiri, sehingga berhak 






B.  Tinjauan Umum Tentang Perbandingan Hukum 
1. Pengertian Perbandingan Hukum 
Istilah “perbandingan hukum” (bukan “hukum perbandingan”) itu 
sendiri telah jelas kiranya bahwa perbandingan hukum bukanlah hukum 
seperti hukum perdata., hukum pidana, hukum tata negara dan 
sebagainya,10 melainkan merupakan kegiatan memperbaindingkan sistem 
hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain. Yang dimaksudkan 
dengan memperbandingkan di sini ialah mencari dan mensinyalir 
perbedaan-perbedaan serta persamaan-persamaan dengan memberi 
penjelasannya dan meneliti bagaimana berfungsinya hukum dan 
bagaimana pemecahan yuridisnya di dalam praktek serta faktor-faktor non-
hukum yang mana saja yang mempengaruhinya.11Penjelasannya hanya 
dapat diketahui dalam sejarah hukumnya, sehingga perbandingan hukum 
yang ilmiah memerlukan perbandingan sejarah hukum.12Jadi 
memperbandingkan hukum bukanlah sekedar untuk mengumpulkan 
peraturan perundang-undangan saja dan mencari perbedaan serta 
persamaannya saja.akan tetapi Perhatian yang paling mendasar dalam 
perbandingan hukum ditujukan kepada pertanyaan sampai seberapa jauh 
peraturan perundang-undangan atau kaidah yang tidak tertulis itu 
dilaksanakan di dalam masyarakat.  
                                                          
10 Soerjono Soekanto, Perbandingan hukum, Penerbit( Bandung : Melati,1989), hlm.131 
11 Sunarjati Hartono, Kapita selekta perbandingan hukum, (Bandung :PT Citra Aditya Bakti, 




Untuk itu dicarilah perbedaan dan persamaan.Dari perbandingan 
hukum ini dapat diketahui bahwa di samping benyaknyaperbedaan juga 
ada kesamaannya. 
 
2. Tujuan Perbandingan Hukum 
Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya perbandingan hukum itu 
mempunyai tujuan meliputi: 
a. Teoritis 
1) Mengumpulkan pengetahuan baru 
2) Peranan edukatif. 
a. fungsi membebaskan dari chauvinisme hokum. 
b. fungsi inspiratif memperoleh gambaran yang lebih baik tentang 
sistem hukum sendiri, karena dengan memperbandingkan kita 
melihat masalah- masalah tertentu untuk menyempurnakan 
pemecahan tertentu di dalam hukum sendiri. 
3) merupakan alat bantu bagi disiplin-disiplin lain terutama bagi 
sosiologi hukum, antropoligi. 
4) merupakan instrumen untuk menentukan perkembangan hokum. 
5) perkembangan asas-asas umum hokum. 
6) untuk meningkatkan saling pengertian di antara bangsa-bangsa. 
7) membantu dalam pembagian sistem hukum dalam kelompok-
kelompok. 




1) untuk kepentingan pembentukan undang-undang. 
a. membantu dalam membentuk undang-undang baru. 
b. persiapan dalam menyusun undang-undang yang uniform. 
c. penelitian pendahuluan pada receptie perundang-undangan asing. 
2) untuk kepentingan peradilan; mempunyai pengaruh terhadap 
peradilan pada umumnya. 
3) penting dalam perjanjian internasional. 
4) penting untuk terjemahan yuridis. 
3. Objek Perbandingan Hukum 
Objek suatu perbandingan hukum ialah (sistem atau bidang) hukum di 
negara yang mempunyai lebih dari satu sistem hukum (misalnya hukum 
perdata dapat diperbandingkan dengan hukum perdata tertulis) atau bidang-
bidang hukum di negara yang mempunyai satu sistem hukum (seperti 
misalnya syarat causalitas dalam hukum pidana dan perdata, konstruksi 
perwakilan dalam hukum perdata dan pidana atau sistem (bidang) hukum 
asing diperbandingkan dengan sistem (bidang) hukum sendiri (misalnya law 
of contract dibandingkan dengan hukum perjanjian). 
Uraian tentang sistem hukum asing semata-mata bukanlah merupakan 
perbandingan hukum, meskipun dalam menguraikan itu pada hakekatnya kita 
tidak dapat lepas dari pengaruh pandangan tentang hukum sendiri.Rhein stein 
membedakan antara uraian tentant sistem hukum asing yang disebutnya 
“Auslandsrechtskunde” dengan “Rechtsvergleichung”. Dikatakannya bahwa 
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Auslandsrechtskunde harus dikuasai kalau kita hendak mengadakan 
perbandingan hukum, karena kita baru dapatmemperbandingkan hukum asing 
dengan hukum sendiri kalau menguasai juga hukum asing itu. Dalam 
pandangan Rheinstein ini maka Auslandsrechrtskunde ini harus dikuasai lebih 
dulu sebelum kita mulai dengan perbandingan hukum, yaitu lebih konkritnya 
dalam memperbandingkan hukum yang diteliti adalah hukum yang hidup (the 
law in action), jadi bukan semata-mata hanya hukum yang dimuat dalam 
peraturan perundang-undangan atau yang diuraikan dalam buku-buku saja 
(the law in the books), tetapi juga penafsiran undang-undang atau penemuan 
hukum dalam peradilan dan dalam kepustakaan.Jadi yang diperbandingkan 
adalah hukum sebagaimana nyata-nyata berfungsi di dalam masyarakat di 
tempat tertentu.  Perlu diteliti fungsi pemecahan yuridis dalam prakteknya 
serta adanya pengaruh faktor-faktor asing. Sara pendekatan hukum semacam 
ini dengan mempelajari hukum yang hidup, yang nyata-nyata berlaku disebut 
“functional approach”, suatu pendekatan hukum dengan memperhatikan 
berlakunya hukum secara fungsional. 
Dalam memperbandingkan hukum dikenal dua cara, yaitu 
memperbandingkan secara makro dan secara mikro. Perbandingan secara 
makro adalah suatu cara memperbandingkan masalah-masalah hukum pada 
umumnya. Perbandingan secara mikro adalah suatu cara memperbandingkan 
masalah-masalah hukum tertentu. Tidak ada batasan tajam antara 
perbandingan secara makro dan mikro.Hukum yang telah diketahui yang akan 
diperbandingkan disebut “comparatum”, sedangkan hukum yang akan 
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diperbandingkan dengan yang telah diketahui disebut “comparandum”. 
Setalah diketahui dua hukum itu perlu ditetapkan apa yang akan 
diperbandingakan itu, misalnya mengenai perjanjian, perkawinan dan 
sebagainya. Ini disebut “tertium comparatum”. 
 
C.  Tinjauan Umum Tentang Pengaturan Hukum 
1.   Pengertian Pengaturan Hukum 
Pengertian pengaturan dalam ilmu hukum berarti perundang-
undangan yang berbentuk tertulis. Karena ini merupakan keputusan 
tertulis, maka peraturan perundang-undangan sering disebut sebagai 
statute atau hukum tertulis. Peraturan perundang-undangan yang dibuat 
dan dibentuk oleh para pejabat (badan serta organ) yang memiliki suatu 
kewenangan untuk membuat dan membentuk suatu  peraturan yang 
berlaku dan bersifat mengikat secara umum (aglemeen). Peraturan 
perundang-undangan memiliki makna bahwa bersifat untuk mengikat 
secara umum dan tidak dimaksudkan untuk selalu mengikat kepada 
semua orang. Maksud dari mengikat umum tertuju untuk menunjukan 
bahwa peristiwa perundang-undangan tidak diberlakulan pada peristiwa 
tertentu yang bersifat konkret dan individu.  
Maria Farida Indrati Soeprapto menjabarkan arti sebuah pernyataan 
bahwa untuk istilah perundang-undangan seperti ( legislation, wetgeving 
or gezetzgebung) memiliki 2 (dua) arti dan makna pengertian yang 
berbeda, yang mana sebagai berikut : 
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a)   Perundang-undangan adalah sebuah proses pembentukan yaitu proses 
membentuk suatu peraturan-peraturan negara, baik untuk pada 
tingkat pusat maupun pada tingkat daerah. 
 b) Perundang-undangan adalah segala sistem peraturan negara, yang  
merupakan buah hasil dari pembentukan peraturan-peraturan, yaitu 
baik pada tingkat pusat maupun untuk tingkat daerah.13 
 
2.  Fungsi Pengaturan Hukum 
Peraturan Perundangan-Undangan secara nasional merupakan hasil 
dari peraturan tertulis yang dibuat oleh para lembaga yang memiliki 
kebijakan dan wewenang. Peraturan tersebut memiliki makna sebagai 
pedoman warga negara dalam menjalani kehidupan di lingkungan 
masyarakat, bangsa dan negara. Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR) adalah lembaga yang memiliki wewenang dalam pembentukan 
perundang-undangan secara nasional. Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan (Kemendikbud), menekankan bahwa dalam masyarakat 
peraturan tersebut sangat penting.  
Makna dan fungsi pada Peraturan Perundang-undangan sebagai 
pengatur hubungan antara manusia dalam hidup di ruang kehidupan 
bermasyarakat, menjaga dan memberikan perlindungan kepada hak-hak 
                                                          
13 Maria Farida Indriati. S, Ilmu Perundang-undangan; Dasar-dasar Dan Pembentukannya, 




setiap warga Negara, serta menyelesaikan beberapa permasalahan atau 
sengketa secara adil dan terbuka.  
Bagir Manan memberikan pengertian pada fungsi peraturan 
perundang-undangan yang mana dapat dibagi menjadi dua kelompok 
utarna, yaitu pada fungsi internal serta pada fungsi eksternal sebagai 
berikut :14 
a. Pada fungsi internal yang dimaksudkan dengan fungsi internal yaitu 
fungsi peraturan perundang-undangan dijadikan sebagai subsistem 
hukum atau hukum perundang-undangan setara terhadap sistem dan 
kaidah hukum secara umum.15Bersifat secara internal, peraturan 
perundang-undangan menyandang dan menjalankan beberapa fungsi 
yaitu sebagai berikut : 
1. Fungsi Penciptaan Hukum Penciptaan Hukum (rechschepping)  
Fungsi ini telah menciptakan suatu sistem kaidah hukum 
yang diberlakukan secara umum. Fungsi ini terbentuk melalui 
beberapa cara salah satunya adalah melalui keputusan hakim 
(yurisprudensi). Kebiasaan yang lahir sebagai penerapan dalam 
kehidupan bermasyarakat atau bernegara serta sembilan belas 
Peraturan Perundang-Undangan sebagai suatu keputusan yang 
bersifat tertulis oleh pejabat atau lingkungan jabatan yang memiliki 
suatu wewenang dan berlaku secara umum. 
                                                          
14 Bagir Manan, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, Alumni, Jakarta, hlm. 47. 
15 Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, Op.Cit.,, hlm. 60-65. 
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Secara tidak langsung terlihat bahwa hukum dapat terbentuk 
dan dibentuk melalui ajaran serta literasi hukum (doktrin) yang 
diterima dan diterapkan dalam pembentukan hukum itu sendiri.  
Peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan suatu cara 
utama yang diterapkan dalam pembentukan suatu kaidah hukum. 
Peraturan perundang-undangan diterapkan sebagai sendi dan 
jantung utama sistem hukum nasional karena beberapa alasan, yaitu 
sebagai berikut : 
a. Sistem hukum di Indonesia tumbuh sebagai akibat dari sistem 
hukum Hindia Belanda yang lebih melahirkan serta 
menampakan sistem hukum kontinental yang merupakan suatu 
keutamaan pada bentuk sistem hukum yang bersifat secara 
tertuIis (Written law).  
b.  Politik pembangunan sistem hukum nasional memberikan 
keutamaan pada penggunaan suatu peraturan perundang-
undangan yaitu sebagai suatu instrumen utama yang 
memberikan suatu perbandingan dengan hukum yurisprudensi 
serta hukum kebiasaan. Hal ini dikarenakan pada pembangunan 
sistem hukum nasional menggunakan peraturan perundang-
undangan sebagai media atau instrumen yang dapat dibuat dan 





2. Fungsi Pembaharuan Hukum  
Peraturan perundang-undangan adalah suatu instrumen yang 
baik dan efektif dalam pembaharuan suatu sistem hukum (law 
reform) dibandingkan pada penggunaan aturan hukum kebiasaan 
atau hukum yurisprudensi. Peraturan perundang-undangan dapat 
dibentuk secara terencana agar pembaharuan sistem hukum dapat 
dibentuk serta direncanakan. Fungsi pembaharuan tidak semata-
mata untuk pada peraturan perundang-undangan yang telah ada, 
namun fungsi tersebut dapat digunakan sebagai sarana untuk 
mengupgrade yusrisprudensi, serta hukum kebiasaan pada suatu 
adat.  
Fungsi pembaharuan pada perundang-undangan dalam 
rangka sebagai pengganti untuk peraturan perundang-undangan 
yang terjadi pada dan dari masa pemerintahan Hindia Belanda, 
memberikan pembaharuan untuk peraturan perundang-undangan 
secara nasional dan tidak menyesuaikan pada kebutuhan serta 
perkembangan. Kebiasaan atau adat di bidang hukum, pada 
peraturan perundang-undangan dimana berfungsi sebagai pengganti 
sistem hukum kebiasaan yaitu hukum adat yang sudah tidak lagi 






3. Fungsi Integrasi Pluralisme Pada Sistem Hukum  
Indonesia saat ini masih memberlakukan berbagai sistem 
hukum yang ada, yaitu sistem hukum kontinental (barat) serta 
sistem hukum adat, lalu sistem hukum agama (khususnya untuk 
Agama Islam) dan sistem hukum nasional (produk hukum yang ada 
setelah kemerdekaan).16  
Pluralisme pada sistem hukum yang berlaku di Indonesia 
hingga pada saat ini ialah merupakan hasildari  salah satu warisan 
jaman kolonial yang seharusnya dapat ditata kembali. Penataan 
kembali pada berbagai sistem hukum yang ada t tidak dimaksudkan 
untuk mentiadakan berbagai sistem' hukum, terutama pada sistem 
hukum yang akan hidup dan menjadi suatu kenyataan untuk dianut 
dan dipertahankan pada pergaulan bermasyarakat.  
Pembangunan sistem hukum nasional dimaksudkan dalam 
rangka untuk mengintegrasikan pada berbagai sistem hukum 
tersebut sehingga dapat tersusun dalam satu tatanan sistem hukum 
yang harmonis untuk satu sama lain. Pluralisme pada kaidah sistem 
hukum seluruhnya diutamakan pada kebutuhan hukum di 
masyarakat. Kaidah hukum dapat dibedakan yaitu antara beberapa 
kelompok masyarakat, serta tergantung pada setiap keadaan dan 
kebutuhan masyarakat. 
 
                                                          
16 Bagir Manan,  Pemahaman Mengenai Sistem Hukum Nasional, Makalah Kuliah Pembukaaan 
(Pra Pasca) Program Ilmu Hukum Pascasarjana UNPAD, Bandung, 1994,  hlm 15-19. 
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4. Fungsi Hukum Kepastian hukum  
Merupakan suatu asas penting dalam suatu tindakan hukum 
serta penegakan hukum yang ada. Peraturan perundang-undangan 
dapat dijadikan sebagai pemberi suatu kepastian hukum yang 
sifatnya lebih tinggi dari hukum kebiasaan adat atau yurisprudensi. 
Fungsi kepastian hukum pada peraturan perundang-undangan tidak 
dijadikan pada bentuk yang secara tertulis. Peraturan perundang-
undangan untuk dapat menjamin pada kepastian hukum selain 
harus memenuhi syarat formal, harus juga memenuhi syarat-syarat 
lain, yaitu sebagai berikut : 
a.  Jelas dalam perumusannya  
b. Konsisten dalam perumusannya, baik secara internal maupun 
eksternal. Konsisten untuk secara intern meemiliki suatu makna 
yaitu dalam suatu peraturan perundang-undangan yang sama 
maka harus dapat terpelihara suatu hubungan sistematik diantara 
kaidahnya, serta kebakuanya dalam susunan dan bahasa. 
Konsisten secara ekstern atau eksternal, adalah adanya suatu 
hubungan harmonisasi diantara berbagai peraturan perundang-
undangan yang ada. 
c.  Penggunaan bahasa yang baik, tepat dan mudah untuk 
dimengerti. Bahasa pada peraturan perundang-undangan harus 
dibuat serta disusun menggunakan bahasa yang umum serta 
dapat dipergunakan di lingkungan masyarakat. Bahasa hukum 
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baik didalam arti struktur, peristilahan, atau pada cara penulisan 
yang tertentu haruslah menggunakan bahasa secara konsisten 
karena merupakan suatu bagian dari upaya untuk menjamin 
kepastian pada hukum.  
 
 
b.  Fungsi Eksternal yaitu fungsi keterkaitan antara peraturan perundang-
undangan dengan lingkungan dan tempat yang berlaku. Fungsi 
eksternal dapat dinamakan sebagai fungsi sosial hukum. Fungsi ini 
dapat juga diberlakukan pada hukum kebiasaan atau adat serta 
yurisprudensi. Fungsi sosial dapat dibedakan sebagai berikut : 17 
1.  Fungsi Perubahan  
Hukum dikenal juga sebagai suatu sarana sistem untuk 
pembaharuan (law as social engineering). Peraturan perundang-
undangan dibuat atau dibentuk untuk memberikan suatu 
perubahan di masyarakat pada bidang ekonomi, sosial, dan 
budaya. 
2.  Fungsi Stabilitas  
Peraturan perundang-undangan juga memiliki fungsi 
sebagai stabilitas pada beberapa bidang seperti, pada bidang 
pidana, bidang ketertiban serta keamanan dengan beberapa sistem 
dan kaidah-kaidah hukum yang memiliki tujuan untuk menjamin 
                                                          




stabilitas di masyarakat. Kaidah stabilitas mencakup beberapa 
kegiatan ekonomi, seperti pengaturan kerja, aturan cara 
perniagaan dan lain sebagainya. Pada bidang lapangan dan sosial 
fungsi ini berperan sebagai pengawas terhadap budaya luar, dan 
berfungsi untuk menstabilkan sistem sosial budaya yang telah 
ada. 
3.  Fungsi Kemudahan  
Peraturan perundang-undangan dapat menjadi saran yang 
dipergunakan untuk mengatur berbagai kemudahan dalam 
fasilitas hukum. Peraturan perundang-undangan yang memuat 
insentif, seperti keringanan pajak, penundaan pemungutan pajak, 
penyederhanaan prosedur perizinan, dan struktur permodalan 
penanaman modal berdasarkan asas kemudahan, fasilitas tersebut 
juga harus memperhatikan beberapa persyaratan lain, seperti 
stabilitas politik, sarana dan prasarana. Bidang ekonomi, serta 
lapangan kerja dan aspek lainnya. 
 
3.  Jenis dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan 
Dalam sejarah ketatanegaraan perundang-undangan di Indonesia, 
jenis dan tata urutan (susunan) peraturan atau pengaturan hukum 
berbentuk perundang-undangan untuk yang pertama kali diatur di dalam 
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Ketetapan MPRS NO.XX/MPRS 1966. Dalam ketetapan MPRS ini dimuat 
secara hirarki jenis peraturan perundang undangan sebagai berikut :18 
a. Undang – Undang Dasar 1945 
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 
c.  Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 
Undang  
d. Peraturan Pemerintah  
e. Keputusan Presiden 
f. Peraturan-peraturan pelaksana yang lain seperti: Peraturan Menteri dan 
Instruksi Menteri.  
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 
(MPRS) di atas dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia (MPR) Tahun 1973 dan  Tahun 1978, dengan ketetapan oleh 
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR) 
NO.V/MPR/1973 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia (MPR) NO.IX/MPR/1978 akan disempurnakan, 
namun sampai runtuhnya pemerintahan orde baru ketetapan tersebut tetap 
tidak dirubah.  
Setelah Reformasi, pada akhirnya Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia (MPR) mengeluarkan suatu Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR) NO.111/MPR/2000 
                                                          
18 Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Sementara tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik 
Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia, Tap MPRS No. 
XX/MPRS/1966,  Lampiran II Butir A. 
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tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan. 
Peraturan tersebut dimaksudkan sebagai pengganti Ketetapan MPRS 
NO.XX/MPRS/1966.  
Berdasar pada Pasal 2 Ketetapan MPR NO.III/MPR/ZOOO 
mengenai jenis dan Tata Urutan Peraturan Perundang Republik Indonesia 
adalah sebagai berikut: 
1) Undang-undang Dasar 1945  
2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia  
3) Undang-Undang  
4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu)  
5) Peraturan Pemerintah  
6) Keputusan Presiden.  
7) Peraturan Daerah.  
Mencermati Peraturan Daerah pada Pasal 3 ayat (7) Tap MPR 
NO.III Tahun 2000 sangat khusus dijelaskan dan disebutkan pada pasal 
tersebut bahwa ada tiga jenis peraturan daerah, yaitu Peraturan daerah 
Propinsi, serta Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Desa. Selain 
tata urutan peraturan perundang-undangan di atas, masih terdapat 
peraturan perundangan lain sebagaimana ditentukan Pasal 14 ayat (2) 
Tap MPR NO. III/MPR/2000, yaitu : 
a. Peraturan Keputusan Mahkamah Agung, serta Badan Pemeriksa 
Keuangan dan Bank Indonesia, Menteri, Lembaga, Badan atau Komisi 
yang satu tingkat dan dibentuk oleh pemerintah. Peraturan yang 
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terkandung pada Pasal 4 ayat (2) ini tidaklah boleh bertentangan pada 
suatu ketentuan yang telah termuat di dalam tata urutan peraturan 
perundang-undangan yang sebagaimana telah ditentukan pada Pasal 2.  
b. Berdasarkan pada Ketetapan MPR RI NO. I/MPR/2003 yaitu tentang 
peninjauan kepada materi dan status hukum yaitu ketetapan (Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia) MPR secara sementara 
serta ketetapan (Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia) MPR Repbulik Indonesia tahun 1960 sampai  tahun 2002, 
di dalam Pasal 4 ketetapan tersebut dijelaskan bahwa Ketetapan MPR 
NO.III/MPR/2000 tetap masih diberlakukan sampai terbentuknya 
undang-undang. 
c. Peraturan Kepala Daerah, yang terdiri dari Peraturan Gubernur dan 
Peraturan Bupati atau Walikota, dan  
d.  Peraturan Bersama Kepala Daerah, yang terdiri dari Peraturan 
Bersama Gubernur dan Peraturan bersama Bupati atau Walikota.  
Produk hukum daerah yang bersifat penetapan adalah Keputusan 
Kepala Daerah yang bersifat kongkret, individual dan final. Produk 
hukum tersebut juga dapat pula seperti bentuk produk hukum desa yaitu 
dengan sebutan nama lain yang berdasarkan pada Pasal 59 Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, bahwa untuk 
melaksanakan suatu peraturan desa, kepala desa mempunyai wewenang 




Dari ketentuan Peraturan Menteri' Dalam Negeri tersebut, maka 
dapat dicermati bahwa peraturan kepala desa bersifat sebagai pengaturan, 
sedangkan keputusan oleh kepala desa bersifat sebagai penetapan. Selain 
Undang-Undang Dasar, Undang-Undang atau Peraturan pengganti 
Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan 
Peraturan daerah, tercantum beberapa jenis suatu peraturan perundang-
undangan yang lainnya dengan beberapa kualifikasi sebagai berikut :  
1) Diakui pada keberadaannya  
2) Mempunyai kekuatan hukum sangat mengikat  
3) Dibentuk atas dan oleh perintah undang-undang yang lebih tinggi  
4) Dibentuk oleh suatu badan yang telah diberi kewenangan  
 
4.   Harmonisasi dan Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan 
Istilah pada harmonisasi dalam suatu kajian yaitu berasal dari suatu 
kata harmoni (bahasa Yunani harmonia), yang memiliki arti yaitu 
sebagai suatu yang terikat secara serasi dan sesuai. Harmonisasi ditinjau 
dalam aspek filsafat, dapat diartikan sebagai suatu kerjasama antara 
beberapa factor-faktor yang sedemikian rupannya sehingga beberapa dari 
faktor tersebut menghasilkan suatu kesatuan yang luhur, contohnya 
antara suatu jasad manusia yang hendaknya harus ada harmoni, jika tidak 
makan belum dapat disebut sebagai pribadi.19  
                                                          
19 Hassan Shaddly, Ensiklopedi Indonesia, Ichtisar Baru-Van Hoeve, Jakarta, hlm. 12. 
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Pengharmonisasian adalah upaya yang bertujuan untuk 
mengoordinasikan, menyesuaikan, menstabilkan, dan menyusun 
peraturan perundang-undangan serta peraturan perundang-undangan lain 
yang lebih tinggi, setara, atau lebih rendah, sehingga membentuk struktur 
yang sistematis dan tidak saling tumpang tindih. tumpang tindih. 
Oxford Advanced Leaner’s Dictionary, menerangkan istilah 
harmonisasi disebutkan dalam berbagai istilah: harmonious, yaitu 
friendly, peaceful and without any disagreement, arranged together in a 
pleasing way so that each part goes well with the other. Sedangkan, 
istilah pada harmonized berarti if ther is two or more things can 
harmonize with thems, harmonizes with the others, the thing will go so 
well together and produced with an attractive result, pada istilah 
harmony, yaitu a state of peacfull then existence and also agreement.20 
L.M Gandhi mengemukakan, harmonisasi dalam hukum adalah 
mencakup penyesuaian, peraturan perundang-undangan, keputusan 
pemerintah, keputusan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum 
keadilan (justice, gerechtigheid) dan kesebandingan (equity, billijkheid), 
kegunaan dan kejelasan hukum, tanpa mengaburkan dan mengorbankan 
pluralisme hukum kalau memang dibutuhkan. 
 Mencermati pernyataan diatas bahwa, harmonisasi peraturan 
perundang-undangan merupakan upaya atau proses pencapaian 
keselarasan dan keserasian prinsip dan sistem hukum untuk 
                                                          
20 A.S Hornby, Oxford Advenced Leaner’s Dictionary, Sixth edition, Oxford University Press, 
New York, 2000, hlm. 522. 
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menghasilkan peraturan perundang-undangan yang harmonis. Dengan 
kata lain, harmoni adalah konsep upaya untuk mengkoordinasikan, 
menyesuaikan, mengatur, dan memperbaiki peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi (superior), sederajat, maupun yang lebih 
rendah (inferior) dan lain-lainnya selain pada peraturan perundang-
undangan, sehingga akan tersusun secara sistematis dan tidak saling 
bertentangan yang akan menyebabkan tumpang tindih (overlaping). 21  
Harmonisasi merupakan konsekuensi dari adanya hirarki peraturan 
perundang-undangan. Dilakukannya harmonisasi akan tergambarkan 
dengan rinci dalam pemikiran atau pengertian bahwa suatu peraturan 
perundang-undangan merupakan suatu bagian dari integral yang utuh 
dari keseluruhan suatu  sistem  peraturan  perundang-undangan, maka 
pada akhirnya akan terbentuk norma-norma yang saling berkesesuaian.  
Menurut L.M. Gandhi menyatakan bahwa ada sejumlah penyebab 
timbulnya disharmonisasi sistem hukum Indonesia, yaitu: 22 
a. Perbedaan antara berbagai Undang-undang atau peraturan perundang-
undangan 
b.  Pertentangan antara undang-undang dengan peraturan pelaksana 
c.  Perbedaan antara kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-
undangan  
                                                          
21 Wasis Susetio, “Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Agraria”, Volume 10, 
Nomor 3, Desember, 2013,  hlm. 136. 




d. Perbedaan yang terjadi antara peraturan perundang-undangan dengan 
yurisprudensi dan surat edaran mahkamah agung 
e.  Kebijakan instansi pemerintah yang saling bertentangan 
f.  Perbedaan antara kebijakan pusat dan daerah 
g.  Perbedaan pada suatu ketentuan hukum dengan suatu perumusan 
pengertian yang tertentu 
h.  Benturan antara suatu wewenang pada instansi pemerintah atas 
pembagian wewenang yang tidak secara sistematis dan jelas  
  
5. Pendelegasian Kewenangan Membentuk Peraturan Perundang-   
Undangan 
Pendelegasian suatu wewenang dapat dilakukan pada sebagian 
wewenang yang keseluruhannya harus dinyatakan dalam peraturan 
perundang-undangan. Pada pendelegasian dengan delegataris dapat 
dilakukan dengan mendelegasikan kepada pihak yang ketiga, yaitu 
dengan ketentuan yang berlaku atau sama seperti pendelegasian yang 
sebagian maupun keseluruhan wewenangnya. Bentuk pelimpahan 
wewenang ini disebut dengan subdelegasi.  
Jimly Asshiddiqie, memaparkan bahwa pendelegasian kewenangan 
adalah kewenangan untuk mengatur lebih lanjut secara tegas 
didelegasikan oleh legislator utama (primary legislator) kepada legislator 
sekunder (secondary legislator), proses pendelegasian untuk kewenangan 
pada regulalasi inilah yang disebut dengan pendelegasian kewenangan. 
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Berdasarkan pada prinsip pendelegasian dimana norma hukum yang 
bersifat pelaksanaan sudah dianggap tidak untuk sah apabila dibentuk 
tanpa adanya dasar serta atas delegasi kewenangan dari adanya peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi.  
 
Kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan 
harus dimuat dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan sebagai 
ketentuan dasar untuk pendelegasian.23Berdasarkan pemahaman tersebut 
pendelegasian berarti pergeseran kompetensi dan bahkan mencakup 
setelitinya, pelepasan serta penerimaan suatu wewenang yaitu atas 
kehendak kedua pihak yang menyerahkan wewenang itu. Pihak 
pendelegasian harus sudah memiliki suatu kewenangan yang pada saat 
sekarang tidak digunakan sedangkan untuk penerima pendelegasian juga 
harus mempunyai kewenangan yang diperluas dengan apa yang akan 
didelegasikan.  
Dasar pada kewenangan lembaga pembentuk dan materi muatan 
merupakan tolak ukur dalam suatu pendelegasian dalam arti tidak semua 
materi muatan harus diatur secara formal dalam undang-undang, tetapi 
dapat juga undang-undang yang bersangkutan mendelegasikan 
pengaturannya kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah 
(delegated legislation). Namun bukan berarti pendelegasian tidak ada 
                                                          
23 Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, Jakarta: Konstitusi Press, 2006, hlm. 147-148. 
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batasnya, Bagir Manan dan Kuntana Magnar membatasi pendelegasian 
yaitu : 
a.  Peraturan delegasi suatu materi muatan undang-undang hanya dapat     
ditetapkan berdasarkan undang-undang. 
   b. Kadang-kadang berlaku suatu prinsip, yaitu tidak boleh adanya 
subdelegasi pada peraturan delegasi (delagatus non potest delegare). 
c. Muatan materi yang tertentu tidaklah boleh didelegasikan oleh undang-
undang seperti pada Undang-Undang organik . 
d. Muatan materi suatu peraturan delegasi hanya mengatur suatu hal yang 
didelegasikan serta tidak boleh bertentangan pada peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Pendelegasian 
harus diatur secara tegas di dalam Undang-Undang dan bentuk 
peraturan delegasi serta ruang lingkup suatu eraturan delegasi. Suatu 
peraturan delegasi dapat menjangkau materi muatan delegasi, maka 
peraturan tersebut batal demi hukum ( van rechtswegw nietig, void ), 
hal tersebut dikarenakan ditetapkan oleh badan yang tidak 
berwenang.24 
 
6.  Pengujian Peraturan Perundang-Undangan 
Pada literasi kepustakaan maupun dalam prakteknya, diketahui ada 
2 (dua) macam hak untuk menguji (Toesingrecht), yaitu : 25 
                                                          
24 Bagir Manan IV, Op.cit, hlm. 150. 
25 Henrry P. Panggabean, Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktik Sehari-hari. Upaya 
 Penanggulangan tunggakan perkara dan pemberdayaan fungsi pengawasan Mahkamah Agung, 
 Jakarta : PT. Pustaka Sinar Harapan, 2001, hlm. 127. 
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a. Hak menguji formil (formele toesingrecht) dan  
b. Hak menguji materil (materiele toesingrecht).  
Tujuan dari hak menguji formil adalah untuk memberikan 
wewenang pada evaluasi produk legislatif seperti undang-undang yang 
diwujudkan dengan cara (prosedur) yang ditentukan oleh undang-undang 
dan peraturan yang ada. Hak untuk menguji materil adalah kekuasaan 
untuk menyelidiki dan mengevaluasi apakah isi undang-undang saat ini 
konsisten dengan atau bertentangan dengan undang-undang saat ini sampai 
tingkat yang tinggi, serta kekuasaan untuk menentukan apakah suatu 
kekuasaan tertentu memiliki hak untuk mengeluarkan undang-undang 
tertentu.. 26 
Maksud dari Hak Menguji Materiil adalah melakukan penyelidikan 
dan kemudian mengevaluasi apakah suatu peraturan perundang-
undangan memenuhi atau melanggar peraturan yang lebih tinggi, dan 
apakah suatu kekuasaan tertentu (verordenende macht) berhak untuk 
menerbitkan suatu peraturan. Mencermati pada suatu literatur, terdapat 3 
(tiga) jenis kategori pengujian peraturan suatu perundang-undangan (dan 
perbuatan administrasi negara), yaitu sebagai berikut: 27 
1. Pengujian oleh badan peradilan yudisial (judicial review) 
2. Pengujian yang dilakukan oleh lembaga yang bersifat politik (political 
review) 
                                                          
26 H.R. Sri Soemantri M, Hak Uji Material Di Indonesia, Bandung :Alumni, 1997,  hlm. 11. 
27 Ibid., hlm. 15.  
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3.  Pengujian oleh oleh pejabat atau lembaga administrasi negara. 
(administrative review). 
Pengujian secara materiil tidak semata-mata hanya berupa  
pengujian oleh suatu badan peradilan. Fungsi hak untuk menguji materiil 
pada dasarnya adalah berupa suatu fungsi pengawasan, yaitu agar pada  
materi (isi) peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidaklah 
bertentangan pada peraturan perundang-undangan yang sifatnya lebih 
tinggi, hal ini bertujuan agar peraturan perundang-undangan yang di 
bawah Undang-Undang Dasar tidak bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar yaitu sebagai “the supreme of law.” 
 
7.   Landasan Peraturan Perundang-undangan 
Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, hal ini    
berarti peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia haruslah 
bersumberkan kepada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar 
yang tertingi. Seluruh peraturan Perundang-Undangan yang di bawah 
Undang-Undang Dasar 1945 haruslah merupakan suatu penjabaran dari 
sistem serta asas idiologi, politik, ekonomi, social dan budaya yang ada 
pada Undang-Undang Dasar 1945.  
Sebagai suatu penjabaran dari Undang-Undang Dasar, maka 
dengan demikian peraturan perundang-undangan memiliki suatu aspek 
formil dan aspek materil. Aspek formil yaitu suatu aspek procedural yang 
berhubungan dengan suatu landasan pembentukan peraturan perundang-
undangan. Aspek materil yaitu suatu aspek yang berlubungan dengan 
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materi muatan yang haruslah cocok serta diatur di dalam peraturan 
perundang-undangan yang sesuai dengan jenis tingkatan (hirarki) dan 
sesuai pada apa yang telah diperintahkan baik dalam secara tegas 
maupun dalam secara tersirat pada Undang-Undang Dasar atau asas 
konstitusionalitas.  
Pembentukan suatu Peraturan Perundang-Undangan haruslah 
memperhatikan beberapa kaidah-kaidah pembentukannya yaitu sebagai 
berikut : 
a. Landasan Filosofis 
Landasan filosofis yaitu falsafah, pendapat, atau konsep dasar 
menjadi dasar cita-cita ketika menanamkan cita-cita dan kebijakan ke 
dalam rencana atau rancangan peraturan perundang-undangan. Dalam 
menentukan landasan filosofis, beberapa hal yang harus diperhatikan 
adalah setiap masyarakat atau negara pasti memiliki pandangan hidup 
yang mengandung nilai moral atau etika. Moralitas atau nilai moral 
selalu dijaga karena mengandung nilai kebenaran, keadilan dan 
kesusilaan, serta nilai-nilai lain yang dianggap baik.  
b. Landasan sosiologis 
Peraturan perundang-undangan yang dirumuskan, dipahami dan 
ditaati oleh masyarakat, dengan kata lain harus sesuai dengan realitas 
kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Undang-Undang yang 
dirumuskan oleh negara harus berdasarkan hukum adat dan kebutuhan 
masyarakat, serta harus memperhatikan perubahan dalam masyarakat. 
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Artinya, hal-hal seperti nilai, tren, dan ekspektasi, sehingga dapat 
diprediksi dan diakumulasikan dalam peraturan perundang-undangan 
dengan arah ke depan. Latar belakang sosiologis dalam penyusunan  
peraturan perundang-undangan memuat petunjuk dan fakta realitas 
sosial. 
c. Landasan politis 
Landasan politisi yaitu suatu garis kebijakan pada politik yang 
menjadi merupakan menjadi dasar pada selanjutnya bagi kebijaksaan-
kebijaksanaan serta pengarahan ketatalaksanaan pemerintah negara. 
Landasan politik, dimaksudkan agar suatu produk hukum yang 
diterbitkan oleh suatu Lembaga yang memiliki wewenang dapat 
berjalan sesuai pada tujuan tanpa adanya hal yang menimbulkan 
gejolak di tengah-tengah masyarakat. 
d. Landasan Yuridis 
Landasan yuridis yang berkaitan pada pelaksanaan suatu 
peraturan perundang undangan yang sifatnya lebih tinggi apabila  
berkaitan langsung dengan subtansi pada suatu peraturan yang 
menjadi dasar peraturan perundang-undangan tersebut maka yang 
dicantumkan dalam dasar hukum adalah "Mengingat". 
 
8.  Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
Pada hakikatnya secara umum terdapat beberapa  Asas-asas hukum 
umum atau prinsip-prinsip hukum (general principles of law) yang harus 
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diperhatikan serta diperlukan dalam permbentukan suatu peraturan 
perundang-undangan yaitu sebagai berikut : 
a. Asas lex superior derogat legi inferiori, yaitu Peraturan Perundang-
undangan yang lebih tinggi tingkatannya didahulukan berlakunya 
dibandingkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah 
serta sebaliknya pada Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah 
tidak boleh bertentangan pada Peraturan Perundang-undangan yang 
lebih tinggi tingkatnya dan memiliki kaitan yang sangat erat dengan 
hirarkhi suatu peraturan perundang-undangan.  
b. Asas lex specialis derogat legi generali, yaitu Peraturan Perundang-
undangan khusus yang didahulukan berlakunya dari Peraturan 
Perundang-undangan umum. Prinsip ini berlaku terhadap setiap 
peraturan perundang-undangan yang sifatnya setingkat.  
c. Asas lex posterior derogat legi priori, Perundang-undangan yang baru 
didahulukan berlakunya dari peraturan yang terdahulu. 
d. Asas lex neminem cogit ad impossobilia, yaitu Peraturan Perundang-
undangan yang tidak memaksakan seseorang untuk melakukan suatu 
hal yang tidak mungkin dilakukan dan sering disebut dengan suatu asas 
kepatutan (bilijkheid). 
e. Asas lex perfecta, yaitu Peraturan perundang-undangan yang tidak 
hanya melarang terhadap suatu tindakan tetapi juga menyatakan 
tindakan tersebut terlarang dan itu batal. 
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f.  Asas non retroactive, yaitu Peraturan Perundang- undangan yang tidak 
dimaksudkan pada berlakunya surut (statues are not intended to have 
some retoactive effect) hal ini dikarenakan akan menimbulkan suatu 
ketidakpastian pada hukurn, disisi lain fungsi hukum untuk mencapai 
suatu keadilan sehingga dapat berkaitan dengan suatu asas legalitas. 
 
 
9.  Badan Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan 
Fungsi legislasi atau kewenangan pada beberapa negara     
membentuk undang-undang (legislative power) dilakukan oleh suatu 
badan. Badan yang menjalankan fungsi legislatif tersebut dikenal sebagai 
badan legislat. (the legislature). Fungsi legislasi dapat didelegasikan 
kepada badan lain yang merupakan kewenangan turunan (derivat), 
Walaupun demikian badan Pembentuk Undang-Undang Dasar selalu 
dipegang oleh satu badan yang biasa dikenal dengan sebutan badan 
konstituante. Pembentukan suatu Konstitusi sebagai aturan yang memiliki 
dasar hanya dapat dilakukan oleh suatu badan khusus dan tidak dapat 
didelegasikan. Menurut Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang 
berwenang merubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar (UUD) 
adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).  
Menurut Jimly Assiddiqie Kata untuk mengubah serta menetapkan 
digunakan sekaligus untuk menunjukkan bahwa suatu kegiatan 
menetapkan itu dapat dipahami sebagai bagian yang tidak dapat 
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terpisahkan dari kegiatan mengubah. Perkataan mengubah disebutkan 
lebih dahulu dari menetapkan. Badan yang memiliki kewenangan untuk 
pembentukan suatu Undang-Undang yang sesungguhnya menurut 
Undang-Undang Dasar 1945 adalah DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) hal 
ini diperjelas dan ditegaskan di dalam Pasal 20 Undang-Undang Dasar 
1945. 
 
D.  Tinjauan Umum Tentang Garage Car 
1.     Pengertian Garage Car 
Garage atau garasi adalah struktur suatu bangunan yang 
bertembok dan beratap yang memiliki fungsi untuk menyimpan 
kendaraan pribadi atau kendaraan yang mungkin merupakan bagian dari 
serta melekat pada rumah ("garasi terlampir"), atau bangunan, gudang 
yang terpisah ("garasi terpisah").28   
Istilah Garage Car merupakan isttilah dari bahasa inggris yang 
memiliki arti sebagai garasi mobil. Garasi mobil sendiri adalah tempat 
untuk menyimpan mobil  agar terhindar dari berbagai masalah sosialis 
maupun teknis.29 Kata Garasi diperkenalkan ke bahasa Inggris pada 
tahun 1902, berasal dari kata Prancis Garer , yang berarti tempat 
tinggal. Pada tahun 1908 arsitek Charles Harrison Townsend 
berkomentar di majalah The Builder  bahwa "untuk rumah mobil, kami 
sangat banyak menggunakan kata “garasi” dalam bahasa Prancis, 
                                                          
28 Genetics4good, “Garasi”, https://wikipedia.com, diakses pada 22 Oktober 2020, pukul 10:55 
WIB. 
29 Anjar, “Efek Parkir di Luar Ruangan”, Garasi Id, Jakarta, 19 Agustus, 2019, hlm 2. 
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sebagai alternatif dengan apa yang menurut saya padanan bahasa 
Inggris yang lebih diinginkan dari rumah mobil'". Saat ini, kata tersebut 
menjadi polisemik karena dapat merujuk pada kumpulan kendaraan 
serta bangunan yang memuatnya. 
 
 
  Kata garasi dan garasi mobil bukanlah satu konotasi kata yang 
sama arti, keduanya memiliki fungsi dan arti yang berbeda namun 
dengan fungsi yang sama. Garasi mobil adalah tempat untuk 
menyimpan mobil yang dapat menghindari pencurian atau melindungi 
mobil dari terik matahari, hujan lebat atau embun di malam hari, 
sehingga dapat melindungi mobil dari asam yang terkandung di dalam 
embun. Asam ini dapat menyebabkan kerusakan besar pada mobil, 
demikian pula garasi mobil memiliki keunggulan tersendiri karena 
dapat menghambat proses pengaratan yang terjadi pada body atau 
bagian yang terkena kelembaban dan air lainnya, sehingga dapat 
memperpanjang umur kendaraan. 
Garasi mobil biasanya memiliki ruang untuk satu atau dua mobil , 
meskipun digunakan untuk garasi tiga mobil. Ketika garasi dipasang 
pada sebuah rumah, garasi biasanya memiliki pintu masuk ke dalam 
rumah, disebut pintu orang atau pintu pria , berbeda dengan pintu yang 
lebih lebar dan lebih tinggi untuk kendaraan, yang disebut pintu garasi, 
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yang dapat dinaikkan untuk memungkinkan keluar masuknya 
kendaraan kemudian ditutup untuk mengamankan kendaraan.  
Sebuah garasi melindungi kendaraan dari pengendapan, dan, jika 
dilengkapi dengan pintu garasi yang mengunci, juga melindungi 
kendaraan dari pencurian dan perusakan. Kebanyakan garasi juga 
melayani tugas multifungsi sebagai bengkel untuk berbagai proyek, 
termasuk pengecatan, pengerjaan kayu, dan perakitan. 
“A word wanted. The selection of a correct word for a private 
collection of automobiles, equivalent to “stable”seems to afford 
conalderable difficulty. “Motorbarn” “Motorome” “Motordern” 
“Motorium” “Motorahed” and “Motable” have all been suggeated. 
The French term “Garage” would be a good one if it was not used for 
designating a place simply for strong and repairing automobile.” 
 
Artikel surat kabar tahun 1901 yang membahas nama untuk koleksi 
mobil pribadi, yang menyebutkan kata "Garasi" sebagai pilihan yang 
mungkin, kecuali bahwa kata itu sudah digunakan dalam arti yang  
lebih luas sebagai tempat untuk menyimpan dan memperbaikinya.30 
Sekarang, kata garasi memiliki dua pengertian, misalnya, Jay Leno's 
Garage adalah serial tentang koleksinya dan koleksi menarik lainnya, 
bukan hanya bangunan yang menampungnya.  
Beberapa garasi juga memiliki mekanisme kelistrikan untuk 
membuka atau menutup pintu garasi secara otomatis saat pemilik rumah 
menekan tombol pada remote control kecil, bersama dengan detektor 
                                                          




yang menghentikan pergerakan garasi jika ada sesuatu yang 
menghalangi.  
Garasi juga memiliki cukup ruang, bahkan dengan mobil di 
dalamnya, untuk menyimpan barang-barang seperti sepeda atau mesin 
pemotong rumput bahkan mungkin ada cukup ruang untuk bengkel  
atau gua manusia. Garasi yang menempel pada rumah bisa saja 
dibangun dengan bahan luar dan atap yang sama dengan rumah. Garasi 
yang tidak terhubung dengan rumah mungkin menggunakan gaya 
konstruksi yang berbeda dari rumah. Banyak dibagian selatan dan 
pedesaan Amerika Serikat, garasi yang tidak terpasang pada rumah dan 
terbuat dari rangka kayu dengan penutup lembaran logam dikenal 
sebagai "lumbung tiang", tetapi biasanya memiliki tujuan yang sama 
seperti yang disebut garasi di tempat lain.  
Pada beberapa tempat, istilah ini digunakan secara sinonim dengan 
"Carport", meskipun istilah itu biasanya menggambarkan struktur yang, 
meski beratap, tidak sepenuhnya tertutup. Carport melindungi 
kendaraan sampai taraf tertentu dari cuaca buruk, tetapi tidak 
melindungi kendaraan dari pencurian atau vandalisme. 
Ukuran untuk suatu garasi mobil tergantung pada besar kecilnya 
suatu kendaraan pribadi, misalnya untuk beberapa pada kendaraan yang 
kecil seperti kendaraaan dengan merk Kia Picanto, Suzuki Karimun 
atau kendaraan sejenis lainnya ukuran pada garasi cukup dengan ukuran 
2,4 m x 4,8 m, sedangkan untuk kendaraan yang memiliki ukuran lebih 
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besar haruslah setidaknya memiliki ukuran garasi dengan ukuran 3 m x 
6 m. 
 
2.  Unsur-Unsur Garage Car 
Modernisasi perkembangan dunia transportasi dan garasi mobil 
tidak akan pernah terlepas dari berbagai unsur penyertanya. Beberapa 
unsur penyerta tersebut memiliki jenis dan fungsinya. Seperti pada unsur 
garage car yang memiliki jenis dan fungsinya sebagai berikut : 
a. Jenis dan fungsi Garage Car 
Dalam jenisnya garasi dibedakan menjadi dua jenis yaitu Garasi 
Hunian (garasi rumah) dan garasi Carport. Garasi dan Carport 
memiliki beberapa jenis perbedaan yang sangat mencolok perhatian. 
Perbedaan tersebut memberikan beberapa macam jenis antara garasi 
dan Carport yaitu sebagai berikut :31 
1. Garasi  
Garasi merupakan bagian dari rumah dan biasanya dapat 
digunakan sebagai tempat menyimpan mobil, motor dan sepeda 
pribadi. Garasi juga memiliki fungsi yang baik, sehingga dapat 
melindungi kendaraan tersebut dari terik matahari dan hujan yang 
dingin.  
Garasi juga digunakan untuk melindungi kendaraan dari 
pencuri yang sering beraktivitas di malam hari. Jika mobil akan 
                                                          
31 Lera, “Garasi atau Carport”, Selera.id, Jakarta, 9 April 2019, hlm. 2. 
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diparkir di luar rumah, bisa jadi mobil itu dicuri dan dibobol. Demi 
keindahan biasanya ditambahkan beberapa tanaman pada garasi itu 
sendiri. Untuk mempercantik garasi, foto atau poster juga bisa 
diletakkan di garasi. Garasi umumnya memiliki lebar sekitar 2,4 x 
4,8 meter untuk kendaraan yang memang memilki ukuran tidak 
terlalu besar, dan dapat dipakai pada garasi dengan lebar sekitar 3 x 
6 meter untuk kendaraan yang memang memiliki ukuran besar.32 
 
Garasi memiliki beberapa macam nama yang memiliki tujuan 
serta nilai tersendiri. Beberapa macam - macam nama garasi yaitu 
sebagai berikut :33 
a. Garasi Underground 
Garasi Underground sendiri cocok untuk beberapa 
kendaraan dengan harga lebih tinggi. Garasi jenis ini 
menggunakan pintu otomatis untuk membawa mobil atau 
kendaraan lain ke basement atau ruang bawah tanah. 
b. Garasi Lantai Dua 
Garasi ini memiliki konsep minimalis dan cocok untuk 
pemilik rumah di daerah perbukitan. Garasi berada di lantai dua 
dan ruangan lainnya berada di lantai pertama. 
c. Garasi dengan Pintu Kayu 
                                                          
32 Lera, “Garasi atau Carport”, Selera.id, Jakarta, 9 April 2019, hlm. 4. 
33 Ibid., hlm. 6. 
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Garasi jenis ini merupakan garasi yang paling umum 
digunakan oleh orang Indonesia. Garasi kayu memang memiliki 
nilai artistiknya. Garasi di Indonesia ini biasa digunakan oleh 
sebagian besar masyarakat Bali. 
d. Garasi Kanopi Kaca 
Garasi ini biasanya disediakan untuk menghindari panas 
berlebih di dalam mobil. Pemilihan jenis kanopi yang bervariasi 
banyak ditemukan pada garasi ini. Seperti polikarbonat, spandeks, 
kaca, dll. Kisaran harga kanopi memang sangat mahal, namun 
tidak menjadi suatu masalah.  
e.  Garasi Halaman Samping 
Lahan di sebelah rumah pribadi biasanya kosong sehingga 
sering digunakan sebagai garasi kendaraan. Biasanya ukuran 
garasi di halaman samping juga cukup besar untuk menampung 
mobil atau kendaraan lain.  
f.  Garasi dengan Konsep Split Level 
Garasi jenis ini dibuat dengan konsep rumah, meski terlihat 
sangat luas di lahan yang sempit. Konsep garasi ini adalah lantai 
setengah lantai, yang memanfaatkan ketinggian lantai yang 
berbeda di setiap ruangan yang ada. 
Garasi sendiri merupakan salah satu aset rumah, jika garasi 
dapat memiliki konsep yang bagus dan ditunjang dengan 
kendaraan yang mahal, sudah dapat dipastikan seseorang akan 
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merasa percaya diri. Akan menjadi suatu nilai prestige sendiri jika 
memiliki garasi yang bagus.  
 
2.  Jenis garasi Carport 
Carport  merupakan sebuah tempat untuk menempatkan serta 
memparkirkan mobil. Hunian mini untuk kendaraan pribadi yang 
emiliki keunikan dan perbedaan yang signifikan dari garasi. 
Perbedaan tersebut memberikan kesan terhadap Carport yaitu  
tempat yang biasanya berbeda dengan rumah kita. Tidak seperti 
garasi, pada tempat parkir mobil ini hanya menyediakan tempat 
khusus mobil. Biasanya tempat ini terpisah dari rumah. Umumnya 
memiliki ukuran yang lebih besar dan memiliki tempat yang 
umumnya berbeda dengan rumah kita. Pada umumnya ukuran untuk 
yaitu Carport 4 x 8 bahkan lebih besar sesuai dengan kebutuhan 
pemilik kendaraan. Carport memiliki jenisnya masing-masing yaitu 
sebagai berikut : 
1) Carport dari Batu Alam 
Model carport ini netral, artistik dan bersih. Carport jenis 
ini terbuat dari batu alam dan disusun dengan rapi. Banyak orang 
menggunakan batu alam sebagai bahan utama untuk tujuan 
artistik dan estetika netral. 
2) Carport dengan Grass Brick 
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Carport jenis grass brick dikhususkan untuk para pecinta 
alam dan lingkungan. Jenis carport ini memberikan suatu kesan 
keindahan,kesegaran dan nikmat alam rerumputan yang tumbuh 
disekitarannya. 
3) Carport yang dipadukan dengan batu alam dan gravel 
Carport ini memiliki pola kotak-kotak dari batu alam dan 
kerikil. Tersusun dengan rapih dan estetika membuat jenis hunian 
ini sanggup untuk menahan beban kendaraan. Hal ini tentunya 
akan memberikan kesan artistic dan sangat elegan. 
4) Carport dari bahan beton cor 
Sesuai pada namanya yaitu carport yang memiliki beberapa 
atap rangka besi serta memiliki warna hitam dengan beberapa 
variasi untuk garis dengan tujuan membuat kesan yang elegan 
serta modern. Model atap rangka ini cukup banyak trending di 
masa kini. 
5) Carport variasi dengan warna dari batu alam 
Carport ini memiliki suatu desain tropis yang sangat 
minimalis. Memberikan warna estetika yang cukup menarik 
orang. Proses serta bahan baku dari batu alam sebagai bahan 
utamanya memberikan nilai ramah lingkungan. 
6) Carport dengan kanopi 
Carport dengan kanopi memiliki jumlah peminat paling 
banyak oleh masyarakat Indonesia, selain proses dan pebuatannya 
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yang mudah, kesan artistiknya juga sangat terlihat mewah. Sama 
seperti garasi dari kanopi, berbahan dasar polikarbonat, lalu 
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2. Banyak variasi 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Penerapan Pengaturan Garage Car di Indonesia dan Jepang 
1. Penerapan Pengaturan Garage Car di Indonesia  
Penerapan pengaturan garasi mobil di indonesia masih menjadi 
suatu polemik akibat banyaknya masyarakat yang menyepelekan akan 
sebuah aturan. keberadaan lebar carport atau garasi rumah di Indonesia 
yang masih kurang memadai juga menjadi pemicu. Jumlah keberadaan 
kendaraan dengan ukuran kapasitas yang besar banyak membuat sebagian 
masyarakat untuk memanfaatkan ruang public seperti pinggir, bahu 
bahkan sampai lorong jalan. Keadaan seperti ini akan terus menerus terjadi 
seiring berkembangnya dan banyaknya minat masyarakat Indonesia 
membeli kendaraan yang akan mempengaruhi mekanisme kinerja lalu 
lintas secara luas. Tidak hanya susahnya mencari parkir namun juga 
timbulnya permasalahan metropolit yaitu kemacetan lalu lintas. 
Lalu lintas didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 
Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan sebagai gerak 
kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedang yang dimaksud 
dengan ruang lalu lintas jalan yaitu prasarana yang diperuntukkan bagi 
gerak pindah kendaraan, orang, dan atau barang yang berupa jalan dan 
fasilitas pendukung.  
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Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan 
angkutan jalan yang selamat, lancar,aman, lancar,cepat, tertib dan teratur, 
serta nyaman dan efisien yaitu melalui pada sistem manajemen lalu lintas 
dan rekayasa lalu lintas. Tata cara untuk berlalu lintas di jalan diatur 
dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang menyangkut 
pada arah lalu lintas, perioritas untuk menggunakan jalan, lajur lalu lintas, 
dan pengendalian arus di persimpangan.34  
 Terjadinya lalu lintas dibagi menjadi tiga bagian yaitu manusia 
sebagai pengguna, kendaraan dan jalan yang saling memiliki interaksi 
dalam pergerakan kendaraan serta memenuhi pada beberapa persyaratan 
kelayakan untuk dikemudikan oleh pengemudi melalui aturan lalu lintas 
yang telah ditetapkan yaitu berdasarkan pada peraturan perundangan yang 
menyangkut lalu lintas dan angkutan jalan yang memenuhi persyaratan 
yaitu sebagai berikut : 35 
a.   Manusia sebagai pengguna 
Manusia sebagai pengguna yaitu dapat bertindak sebagai 
pengemudi atau pejalan kaki. Dalam keadaan normal, mereka 
memiliki kemampuan dan ketangkasan yang berbeda (waktu reaksi, 
perhatian, dll). Perbedaan tersebut masih dipengaruhi oleh kondisi 
fisik dan psikis, usia dan jenis kelamin, serta pengaruh eksternal 
seperti cuaca, penerangan atau lampu jalan, dan tata ruang. 
                                                          
34 Jimly Asshiddiqie, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK 
RI, 2006, hlm. 13. 
35 Sinta Uli, Pengangkutan Suatu Tinjauan Hukum Multimoda Transport Angkutan Laut, Angkutan 
Darat dan Angkutan Udara, Medan: Press Medan, 2006,  hlm. 20. 
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b.    Kendaraan 
Kendaraan yang digunakan oleh pengemudi memiliki 
karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, akselerasi, 
perlambatan, ukuran dan muatan yang memerlukan ruang lalu lintas 
yang cukup untuk melakukan manuver di lalu lintas.  
c.    Jalan 
Jalan yaitu lintasan yang direncanakan untuk dilintasi kendaraan 
bermotor dan kendaraan tidak bermotor seperti sepeda,becak dan 
gerobak (termasuk pejalan kaki). Perencanaan jalan dapat membuat 
arus lalu lintas lancar dan mendukung beban gardan dengan aman 
untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas.  
Banyak pemilik kendaraan bermotor di Indonesia tidak 
menyadari dan tidak mengetahui tata berlalulintas yang benar. Bahkan 
banyak dari masyarakat masih tidak memiliki lahan parkir kendaraan 
bermotor. Masyarakat Indonesia umumnya gemar untuk memilih 
tempat parkir yang memiliki jangkauan kecil seperti dilorong-lorong, 
dijalan yang sempit, dan disekitar jalanan umum. Lebih parahnya, 
bahu jalan digunakan untuk memarkir kendaraan atau bahkan lahan 
milik tetangga. Parkir bukanlah suatu fenomena yang baru, namun 
suatu keadaan yang mempengaruhi berjalanya kebutuhan lalulintas 
dan merupakan masalah yang sering dijumpai dalam sistem 
transportasi. Parkir merupakan salah satu komponen atau aspek yang 
tidak terpisahkan di dalam kebutuhan sistem transportasi dalam 
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berkendara, karena setiap perjalanan dengan kendaraan pribadi 
umumnya selalu dimulai dan diakhiri di tempat parkir.  
Pada dasarnya parkir adalah kebutuhan umum yang awalnya 
berfungsi untuk melayani. Sesuai pada fungsi tersebut, ruang parkir 
harus disesuaikan dengan permintaan parkir seiring dengan kebutuhan 
orang yang berkendaraan untuk berada saat atau mengakses suatu 
tempat.  Kebutuhan ruang parkir di Indonesia cenderung meningkat 
dari tahun ke tahun seiring dengan bertambahnya jumlah pemilik 
kendaraan pribadi terutama mobil.36 
 













14 580 666,00 15 423 968,00 16 440 987,00 
Mobil Bis 2 486 898,00 2 509 258,00 2 538 182,00 










14, 858 759,00 
 




                                                          
36 Muhammad  Prayudyanto, “Manajemen Parkir di Perkotaan. Jakarta”, GIZ, Jakarta, 5 
September, 2015, hlm. 9. 
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Problematika perparkiran yang lambat laun kian terjadi di kota 
besar dan kecil pada negara berkembang maupun maju semakin 
memprihatinkan akan esistensi pengaruh buruknya. Hal ini dapat 
mempengaruhi pada pergerakan kendaraan yang melewati tempat-
tempat ruang aktivitas tinggi dengan laju pergerakannya yang akan 
terhambat oleh kendaraan yang parkir pada bahu jalan. Keadaan ini 
menyebabkan terjadinya kemacetan lalu lintas. Untuk mengatasi 
masalah tersebut maka perlu diperoleh ruang parkir yang cukup pada 
lahan parkir yang ada dan menentukan model parkir yang sesuai, 
dimana kebutuhan ruang parkir (demand) dan prasarana (supply) yang 
dibutuhkan harus seimbang dan disesuaikan dengan lahan parkir. 
khusus. 37 
Mengetahui serta menghitung besarnya kebutuhan ruang parkir 
di pusat kota, maka perlu ditentukan bagaimana cara untuk 
menyediakan atau mengadakan ruang parkir. Pada dasarnya fasilitas 
parkir dapat berada pada tempat yang berlaku atas dasar sebagai 
berikut : 
1) Di jalan, 
2) Di luar jalan. 
Mencermati pada parkir di luar jalan mengandung pengertian 
sebagai pelataran atau taman parkir, dengan persoalan tata letaknya 
dan bangunan parkir bertingkat. Kedua macam parkir yang memiliki 
                                                          




jenis dan perbedaan tersebut mengandung makna bahwa pada 
pelataran dan bangunan bertingkat, menyangkut penanaman modal 
yang cukup besar (walaupun dalam kasus pelataran parkir hanya 
menyangkut nilai tanah).  
Pada area perbelanjaan yang menghadapi jalan kecil serta lalu 
lintas yang padat dengan kapasitas pintu masuk yang sempit atau 
masuk dengan menuju arah keluar gang, larangan untuk menunggu 
kendaraan harus diberlakukan. Oleh karena itu, meski kenyamanan 
kegiatan perdagangan akan berkurang, kapasitas jalan raya akan 
ditingkatkan. Jika tidak ada lintasan untuk bongkar muat kendaraan di 
jalan yang sama sementara larangan menunggu dilarang, hanya opsi 
kedua yang dianggap dapat diterima. Dapat dicermati seperti negara 
eropa yang menetapkan pada area jalan pertokoan dengan lebar 10 / 
zm (35 kaki) di depan toko, parkir dimungkinkan pada satu atau kedua 
sisi. Seseorang dapat parkir di jalan yang lebih kecil tetapi hanya 
boleh apabila ada izin lalu lintas lancar di satu atau kedua sisi. 
(Kementerian Perhubungan Inggris mengeluarkan petunjuk 
perparkiran dan pembatasan waktu menunggu di jalanan dalam kota).  
Pada beberapa lokasi dapat saja diijinkan parkir di pinggir jalan 
selama waktu tertentu dalam sehari, namun tidak dibenarkan parkir 
selama kurun waktu dalam keadaan lalu lintas yang sangat sibuk. Lalu 
lintas dalam kota dapat mencapai titik puncak kesibukannya sekitar 
pukul 17.30 WIB. Parkir kendaraan bermotor di jalan dengan tanpa 
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memikirkan jangka waktu, maka akan mengurangi daya tampung 
jalan tersebut. Parkir dijalan dapat diijinkan sampai menjelang saat 
lalu lintas sibuk untuk kemudian dilarang selama satu jam atau lebih 
untuk menyediakan daya tampung maksimum selama waktu sibuk. 
Sejalan dengan prinsip parkir terbatas tersebut, alternative untuk 
larangan parkir pada sepanjang jalan yaitu di kawasan pertokoan atau 
perbelanjaan yaitu untuk menghindarkan akibat dari kerugian 
perdagangan di satu sisi jalan yang lebih besar daripada sisi yang lain. 
Ada satu kelemahan yang dianggap masyarakat bahwa penerapan 
batas waktu parkir ialah pada mahalnya biaya dan sulitnya 
pelaksanaan. Jika tidak adanya suatu pengawas untuk mencatat waktu 
datang dan perginya kendaraan pada jalan dengan parkir yang sangat 
terbatas, maka usaha pelarangan parkir akan menjadi kurang efisien.  
Negara eropa seperti Inggris sudah menerapkan aturan tersebut 
bahwa polisi setempat yang akan bertanggung jawab atas hal tersebut 
pada masa silam. Namun seiring berkembangnya keadaan transportasi  
tanggung jawab tersebut pada akhirnya dialihkan kepada pengawas 
Lalu Lintas (Traffic Wardens). Siapapun yang akan melaksanakan 
pengawasan lamanya parkir, dengan gaji yang harus dibayar tanpa 
adanya pemasukan dari kendaraan yang diparkir. Kerugian ekonomis 
inilah yang akan  diatasi dengan meteran parkir.  
 
Secara umum, aturan tentang perparkiran tertuang pada Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
64 
 
Jalan. Aturan tersebut memiliki makna bahwa parkir adalah keadaan 
kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan 
ditanggapi pengemudinya. Setiap orang yang mengemudikan 
kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan berhenti dan 
parkir.  
Jalan yang dimaksud adalah prasarana transportasi darat yang 
termasuk segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan 
perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas , yang berada 
pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan 
tanah dan udara, serta di atas permukaan udara, kecuali jalan kereta 
api, jalan lori, dan jalan kabel. Sedangkan yang disebut dengan jalan 
umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.  
Berkaitan dengan jalan, di dalam Pasal 671 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (KUHPer)  mengatakan sebagai berikut: 
   “Jalan setapak, lorong atau jalan besar milik bersama dan 
beberapa tetangga, yang digunakan untuk jalan keluar bersama, tidak 
boleh dipindahkan, dirusak atau dipakai untuk keperluan lain dari 
tujuan yang telah ditetapkan, kecuali dengan izin semua yang 
berkepentingan.” 
 
Memperhatikan Pasal tersebut, terdapat beberapa unsur antara 
lain sebagai berikut : 
1) Jalan setapak, lorong atau jalan besar milik bersama dan beberapa  
tetangga digunakan untuk jalan keluar bersama atau tidak boleh 
dipindahkan, dirusak atau dipakai untuk keperluan lain dari tujuan 
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yang telah ditetapkan,  kecuali dengan izin semua yang 
bersangkutan dan berkepentingan. 
2)  Bahwa sebuah jalan setapak atau lorong atau jalan besar yang  
ditetapkan oleh lingkungan adalah sebagai fasilitas bersama, 
merupakan mililk bersama para warga di lingkungan perumahan, 
untuk digunakan bersama, dan tidak boleh dilakukan pemindahan, 
dirusak, dan dipakai untuk tujuan lain dari tujuan yang telah 
ditetapkan oleh pejabat lingkungan, terkecuali adanya izin dari 
warga-warga yang memiliki kepentingan terhadap jalan tersebut. 
Parkir untuk kendaraan bermotor, sudah seharusnya menjadi 
komoditas yang penting untuk masyarakat Indonesia. Walaupun 
sering  menimbulkan banyak persoalan, parkir kendaraan bermotor 
justru memiliki banyak manfaat untuk kegiatan berlalu lintas. Manfaat 
dari pengembangan parkir antara lain sebagai berikut : 
a. Membantu mengurangi kemacetan lalu lintas di beberapa pusat  
kegiatan kota. 
b. Mendorong masyarakat untuk lebih meningkatkan penggunaan 
kendaraan angkutan umum.38  
 
Hal senada juga disampaikan oleh Todd Litman bahwa parkir 
merupakan sebuah komponen penting dari suatu kebijakan 
transportasi terutama di pusat kota besar, sebagaimana yang 
dikemukakan Todd Litman sebagai berikut:  
                                                          
38 G.R Wells, Rekayasa Lalu Lintas, Jakarta: Bharata, 1993, hlm.  4-5. 
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“Parking is an essential component of the transportation 
systems. Vehicles must park at every destination. A typical automobile 
is parked 23 hours each day, and uses several parking spaces each 
week.      Parking convenience the ease of reaching of management for 
any locale, but especially for the large central cities. ”39  
 
Kebijakan tentang praktik pengelolaan parkir mempengaruhi 
penggunaan lahan, kualitas udara, kemacetan lalu lintas, perilaku 
perjalanan, keselamatan, dan pembangunan ekonomi. Tentunya, parkir 
merupakan bagian penting dari sistem transportasi perkotaan. Setiap 
pengguna yang tidak menggunakan kendaraan membutuhkan tempat 
parkir untuk memarkir kendaraannya. Sebagai fasilitas pelayanan 
publik, ruang parkir perlu dikelola dengan baik agar dapat 
memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pengguna jasa parkir. 
Kodransky dan Hermann (2011) menjelaskan suatu konsepsi 
parking management sebagai berikut:  
“an effective policy tool to improve the quality of city centers 
and surrounding areas, saving time and money for shoppers, 
residents, commuters, and business owners alike.” 40  
 
Mencermati pada konsepsi tersebut, parking management 
merupakan perangkat kebijakan yang efektif untuk meningkatkan 
kualitas kawasan perkotaan dan sekitarnya, serta dapat menghemat 
waktu dan uang bagi berbagai pengguna jasa. Parkir dapat 
menciptakan sumber daya bagi pemerintah daerah melalui 
pengelolaan parkir. Manajemen parkir merupakan rangkaian strategi 
dan prosedur untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya parkir 
                                                          
39 Todd Litman, “Parking Strategies, Evaluation and Planning Management”, Victoria Transport 
Policy Institue, Las Vegas, 12 September , 2016,  hlm. 7.  
40 Kodransky dan Hermann, “Parking Management”, Jakarta: Litman, 2013, hlm. 13  
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serta untuk mencapai layanan parkir yang lebih berkualitas sehingga 
dapat membantu menyelesaikan berbagai masalah ekonomi, sosial, 
dan lingkungan yang membawa manfaat bagi pengguna.  
“Parking management includes a variety of strategies that 
encourage more efficient use of existing parking facilities, improve the 
quality of service provided to parking facility users and improve 
parking facility design. Parking management can help solve numerous 
economic, social and environmental problems, increase economic 
productivity, and benefit consumers overall.”41  
 
Pengelolaan parkir yang benar memiliki banyak tujuan untuk 
pembangunan perkotaan. Tujuan ini terutama dapat membantu 
memecahkan masalah ekonomi, sosial dan lingkungan, meningkatkan 
produktivitas ekonomi, dan membawa manfaat bagi konsumen secara 
keseluruhan. Pesatnya pertumbuhan dan perkembangan kota tanpa 
dana pembangunan yang mencukupi dapat menimbulkan berbagai 
masalah, antara lain penurunan kualitas lingkungan perkotaan, 
munculnya permukiman kumuh, serta penurunan kualitas hidup dan 
produktivitas perkotaan.  
Meningkatnya aktivitas di pusat kota juga akan mempengaruhi 
daya tarik arus yang besar dan berujung pada peningkatan kebutuhan 
transportasi dan infrastruktur. Kenaikan permintaan biasanya tidak 
bisa dibandingkan dengan minimnya sarana dan prasarana, akibatnya 
muncul berbagai masalah lalu lintas, salah satunya masalah parkir. 
Menurut Pusat Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat) Perhubungan 
Darat 1995, setiap pergerakan kendaraan diawali dan diakhiri ditempat 
                                                          




parkir. Ruang parkir sudah seharusnya tersebar pada tempat asal 
perjalanan, di garasi mobil, tujuan untuk perjalanan, di pelataran 
parkir, gedung parkir ataupun tepi jalan yang benar. Karena 
konsentrasi perparkiran sudah menjadi suatu fenomena yang sering 
dijumpai dalam sistem lalu lintas. Fenomena parkir tersebut terjadi 
hampir di seluruh daerah yang ada di Indonesia. Parkir di Indonesia 
dapat berupa parkir kendaraan bermotor dan kendaraan tidak 
bermotor. Keduanya dapat mengganggu keindahan kota apabila tidak 
dilakukan penataan dengan baik.  
Penyediaan tempat lahan untuk parkir sudah seharusnya 
dipertimbangkan oleh pemerintah Indonesia. Pola tata penggunaan 
lahan untuk parkir merupakan salah satu hal yang sangat penting 
untuk diperhatikan dalam kebijakan parkir disetiap kota di Indonesia 
dalam penyediaaan ruang parkir. Demikian pula yang terjadi pada 
kota-kota besar di Indonesia, salah satunya adalah kota Jakarta. Kota 
Jakarta memiliki kebutuhan ruang parkir yang semakin hari cendrung 
meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan bertambah volume 
jumlah kendaraan yang tidak sebanding dengan lebar jalan membuat 
masalah perkir ini tidak dapat di sepelekan. Perparkiran adalah salah 
satu penyebab masalah kemacetan lalu lintas yang sering sekali di 
jumpai dalam hal trasnportasi, karena makin tingginya penggunaan 




Tidak dapat dipungkiri untuk dapat membeli sebuah kendaraan 
umum seperti mobil tergolong sangat mudah. Hal ini juga terbantu 
berkat adanya pembiayaan dengan cara kredit dan beragam promo 
menggiurkan, mulai dari uang muka atau Down Payment (DP) rendah, 
atau bunga rendah dan cicilan ringan. Persoalan tersebut berbanding 
terbalik dengan minimnya kepemilikan garasi yang notabennya 
tempat untuk tempat menyimpan mobil. Pada ujungnya para pemilik 
mobil yang tidak memiliki garasi memarkirkan mobil di jalanan di 
depan rumah.  
Beberapa orang sebenarnya memiliki garasi kendaraan bermotor 
namun tempat tersebut justru tidak digunakan untuk menyimpan 
mobil, melainkan dijadikan untuk gudang perabotan dan lain-lainnya. 
Tindakan kecil namun besar pengaruhnya tersebut membuat banyak 
mobil akhirnya disimpan di jalanan. Keberadaan masyarakat yang 
masih banyak menyepelekan keadaan seperti ini sangat mengganggu. 
Jalanan di depan rumah wilayah warga bukan milik pribadi, tetapi 
orang lain termasuk tetangga yang berhak menggunakannya. 
Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data terbaru terkait 
perkembangan jumlah kendaraan bermotor sampai 2018. Total jumlah 
yag diperoleh per 2018 adalah jumlah semua jenis kendaraan 
bermotor mencapai sampai 146.858.759 unit. Sebanyak 120.101.047 
unit adalah sepeda motor yang tercatat per 2018. Dari data yang dirilis 
BPS, mobil penumpang pada 2018 tercatat sebanyak 16.440.987 unit. 
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Data itu mencatat ada kenaikan jumlah mobil penumpang setidaknya 
sebanyak 1 juta unit per tahun. 
Kendaraan bermotor memainkan peran penting dalam 
mendorong perjalanan manusia dan dianggap sebagai kebutuhan 
utama penduduk ibukota. Meski banyak moda transportasi umum di 
DKI Jakarta, ternyata banyak warga DKI Jakarta yang meyakini 
bahwa memiliki mobil pribadi lebih efektif dalam menunjang 
perjalanan sehari-hari. Hal itu terlihat dari peningkatan jumlah 
kendaraan bermotor di DKI Jakarta selama tiga tahun terakhir. Pada 
tahun 2019 jumlah kendaraan bermotor di DKI di Provinsi Jakarta 
















       11,274,597 11,762,763 11,839,921 
Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta 




Jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta pada tahun 2019 
sebanyak 11.839.921, baik mobil penumpang, bus, truk, maupun 
sepeda motor. Diantara empat jenis kendaraan pada tahun 2019 
dibandingkan dengan jenis kendaraan lainnya, DKI Jakarta memiliki 
persentase sepeda motor yang paling tinggi yaitu 69% atau 8.194.590.  
Sepeda motor masih menjadi alat transportasi terpopuler bagi 
warga DKI di Jakarta karena berbagai alasan, seperti harga yang 
relatif terjangkau untuk semua golongan masyarakat, hemat bahan 
bakar, biaya parkir yang lebih hemat, dan kepraktisan dalam mencari 
tempat parkir. 
 
Jumlah sepeda motor yang paling tinggi dibandingkan dengan 
jenis kendaraan lainnya disusul oleh mobil penumpang yang mencapai 
24% atau sebanyak 2.805.989 unit. Tidak hanya harganya yang cukup 
mahal dibandingkan dengan sepeda motor, Peraturan Gubernur 
Provinsi DKI Jakarta Nomor 155 Tahun 2018 tentang Pembatasan 
Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil-Genap membuat para pengemudi 
kendaraan di DKI Jakarta tidak bisa leluasa mengendarai mobil di 
beberapa kawasan di DKI Jakarta setiap harinya, sehingga banyak 
warga yang masih memilih sepeda motor sebagai moda transportasi 
utamanya. 
Pada sisi lain, persentase jumlah bus merupakan persentase 
terendah yaitu hanya 2% atau 295.370 unit. Jumlah bus yang sangat 
sedikit di DKI Jakarta dapat disebabkan karena bus hanya dimiliki 
72 
 
oleh pihak tertentu mengingat ukurannya yang besar, muatan 
penumpang yang banyak, dan harganya yang cukup mahal. 42  
Kota Jakarta merupakan Kota dengan kepadatan penduduk yang 
termasuk tinggi di Indonesia. Kepadatan penduduk yang tinggi ini 
mempengaruhi munculnya beragam aktivitas yang melibatkan 
berbagai pihak, aspek dan sistem yang berbeda-beda. Kepadatan 
penduduk yang tinggi ini khususnya mempengaruhi kondisi 
tranportasi di Jakarta karena pertumbuhan penduduk yang selalu 
bertambah tidak diimbangi dengan pertumbuhan fasilitas penunjang 
tranportasi seperti jalan, angkutan umum dan lain sebagainya. Hal 
tersebut menyebabkan berbagai permasalahan di bidang tranportasi, 
salah satunya kemacetan.  
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membentuk Peraturan Daerah 
DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi sebagai solusi 
atas permasalahan tranportasi darat di DKI Jakarta terutama masalah 
kemacetan. Peraturan yang telah dijalankan oleh Pemerintah DKI 
Jakarta salah satunya mengatur soal kewajiban pemilik kendaraan 
bermotor mempunyai atau menguasai garasi sebagaimana tercantum 
dalam Pasal 140 ayat (1) Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 5 Tahun 
2014, bahwa setiap orang atau badan usaha pemilik kendaraan 
bermotor diwajibkan memiliki garasi.  
                                                          
42 Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, Statistik Transportasi DKI Jakarta 2016, Jakarta : 
BPS Provinsi DKI Jakarta, 2016, hlm. 14. 
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Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap pemilik kendaraan 
bermotor wajib memiliki garasi untuk memarkir kendaraannya. Jika 
tidak memiliki garasi, pemilik kendaraan bermotor harus memiliki 
jaminan tempat parkir untuk kendaraannya, seperti tempat parkir 
sewa. Hal ini berkaitan juga dengan ketentuan dalam ayat selanjutnya 
yaitu Pasal 140 ayat (2) yang menyatakan bahwa kendaraan bermotor 
dilarang disimpan di ruang milik jalan.  
Larangan ini diberlakukan mengingat fungsi jalan pada 
hakekatnya adalah sebagai tempat pelaksanaan lalu lintas yang harus 
diutamakan dan dibebaskan dari gangguan apapun. Ketentuan 
mengenai penguasaan garasi ini pada dasarnya diberlakukan guna 
membatasi jumlah kendaraan dan mengurangi angka parkir liar yang 
dilakukan oleh kendaraan-kendaraan yang tidak memiliki lahan parkir 
sehingga parkir di ruang milik jalan dan menghambat lalu lintas di 
jalan. 43 
Pertumbuhan kendaraan di DKI Jakarta yang tidak diimbangi 
dengan pertumbuhan lahan parkir menjadi pemicu kemacetan. 
Kendaraan-kendaraan banyak di tempatkan di ruang milik jalan 
sehingga menghambat lalu lintas. Permasalahan ini secara tegas 
ditindak lanjuti oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan 
membentuk Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 5 Tahun 2014 
tentang Transportasi. Pada Pasal 140 Perda tersebut, terdapat 
                                                          




kewajiban memiliki dan menguasai garasi yang diberlakukan bagi 
pemilik kendaraan bermotor. Ketentuan ini diwajibkan sebagai syarat 
tambahan penerbitan STNK.  
Ketentuan kepemilikan dan penguasaan garasi ini pada 
perkembangannya sudah diimplementasikan melalui penderekan yang 
dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta berdasarkan 
Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta No. 
203 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang 
Pengendalian dan Operasional. Berdasarkan SK tersebut, Dinas 
Perhubungan Provinsi DKI Jakarta berhak melakukan penderekan 
terhadap kendaraan-kendaraan yang parkir bukan pada garasi atau 
pada tempat yang disediakan sebagai garasi, namun di ruang milik 
jalan dan mengganggu aktivitas masyarakat. 44 
 
2. Penerapan Pengaturan Garage Car di Jepang 
Sejumlah negara maju seperti Jepang telah sejak lama menerapkan 
suatu aturan kepemilikan kendaraan roda empat (mobil) dengan syarat 
untuk memiliki sebuah garasi. Regulasi tersebut  dikeluarkan oleh 
pemerintah lantaran untuk melihat dampak negatif dari tingkat populasi 
kendaraan,yang salah satunya adalah kemacetan lalulintas. 
Jepang memiliki aturan khusus yang sangat unik yaitu, ketika 
seseorang akan membeli mobil orang tersebut harus memiliki dan 
mengantongi sertifikat lahan parkir. Hukum di Negara Jepang memanglah 
                                                          




sudah sangat ketat kepada kepemilikan kendaraan bermotor, tidak terlepas 
pemilik mobil. Masyarakat di Jepang juga dikenal sebagai Negara dengan 
budaya dan kesadaran hukum yang masyarakatnya sangat tinggi. Ternyata 
tidak hanya itu, struktur hukum di Jepang juga sangat tertib dan nyaris 
tidak ada tumpang tindih.  
Masyarakat Jepang paham dan sadar akan hukum yang berlaku, 
tidak terlepas untuk garasi mobil para pemiliknya diharuskan 
membuktikan bahwa mereka memiliki lahan parkir atau setidaknya akses 
ke tempat parkir terdekat. Jika tidak punya, maka para pemilik akan 
bersiap dengan urusan administrasi yang cukup ribet.45 
Keadaan hukum di Jepang mewajibkan para pengendara bermotor 
untuk memiliki bukti bahwa mereka memiliki akses ke tempat parkir lokal. 
Untuk mendaftarkan mobil, atau saat mengganti alamat, pengendara harus 
mendapatkan "sertifikat tempat parkir" ("sertifikat garasi" atau "Shako 
Shomei Sho") dari polisi setempat. Sertifikat kepemilikan lahan parkir di 
Jepang yang disebut sebagai Shako Shomei Sho diharapkan dapat dipahami 
bahwa aturan bukti parkir tidak berdiri sendiri. kebijakan Ini memiliki 
kebijakan kembar yang penting, dimana aturan tersebut diberlakukan pada 
tahun 1962 dan pada awalnya hanya diterapkan di kota-kota besar Namun, 
sekarang tampaknya diterapkan jauh lebih luas.  
 
                                                          
45 Ghulam Muhammad Nayazri, “Ketatnya Aturan di Jepang”, Kompas, Jakarta, 10  November, 
2017, hlm. 4. 
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Parkir di jalan pada umumnya dilarang, hal ini sesuai dengan 
Undang-Undang Parkir Jepang tahun 1957. Namun aturan ini 
memungkinkan suatu pengecualian "sementara". Ini telah berlangsung 
selama lebih dari 57 tahun hingga sekarang. Pengecualian ini 
memungkinkan untuk beberapa parkir di jalan siang dan malam hari, 
bukan parkir semalam. 46 Para pemilik mobil harus mendaftarkan ulang 
mobil mereka jika mereka ingin mengganti alamat karena pindah rumah 
atau penyebab lainnya. 
Pemerintah Jepang mengkalim aturan yang telah dijalankan sebagai 
pencegah orang-orang kehabisan tempat parkir dan memberikan 
kesempatan kepada semua orang untuk memperoleh hak mereka 
mendapatkan tempat parkir. Aturan ini diklaim sudah ada sejak 1962 dan 
telah diterapkan di kota-kota besar. Jepang juga dikenal sebagai salah satu 
negara produsen otomotif terbesar di dunia. Bahkan pasar potensial produk 
otomotif Jepang menyasar konsumen di Indonesia. 
Sertifikat Parkir (Shako Shomeisho) yaitu berdasarkan peraturan di 
Jepang bahwa semua mobil milik pribadi harus memiliki tempat parkir 
khusus. Parkir di pinggir jalan sangat dilarang, serta lebar dan panjang 
ruangan harus cukup untuk kendaraan yang dimiliki dan harus berada 
dalam jarak 2 km dari alamat tempat tinggal yang terdaftar. Sangat 
diperlukan menemukan lokasi parkir seperti sewa parkir mobil bulanan, 
tuan tanah, pemilik bangunan, agen real estat kemudian meminta 
                                                          
46 Paul Barter, Reinventing Parking, Philippines: International Parking Policy, 2014, hlm. 5. 
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dokumen resmi untuk membuktikan bahwa tempat tersebut adalah hak 
milik. 
Kantor polisi Tokyo pusat mengeluarkan beberapa syarat khusus 
untuk pengajuan sertifikat parkir, di bawah ini adalah dokumen yang perlu 
seseorang persiapkan untuk pengajuan sertifikat parkir yaitu dengan 2 
syarat yaitu sebagai berikut : 
a. Jika tempat parkir berada di dalam properti pribadi  
1. Formulir Aplikasi untuk Sertifikat Tempat Parkir 
( Tautan dokumen , Panduan masuk ) 
2. Formulir Aplikasi untuk Lencana Parkir 
( Tautan dokumen , Panduan masuk ) 
3. Bukti Hak Pemanfaatan Tempat Parkir 
( Tautan dokumen , Panduan Masuk ) 
4. Peta lokasi area parkir dan sekitarnya 
( Tautan dokumen , Panduan masuk ) 
b. Jika tempat parkir di bawah sewa properti 
1. Formulir Aplikasi untuk Sertifikat Tempat Parkir 
( Tautan dokumen , Panduan masuk ) 
2. Formulir Aplikasi untuk Lencana Parkir 
( Tautan dokumen , Panduan masuk ) 
3. Persetujuan penggunaan tempat parkir (salinan kontrak juga dapat 
diterima) 
( Tautan dokumen , Panduan masuk ) 
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4. Peta lokasi area parkir dan sekitarnya 
( Tautan dokumen , Panduan masuk ) 
























a. Persyaratan aplikasi bervariasi menurut lokasi. Di atas hanya untuk 
pusat kota Tokyo. 
b. Prosesnya akan memakan waktu kurang lebih 1 minggu. 
c. Di atas hanya untuk mobil pribadi. 
d. Di atas hanya untuk aplikasi baru sedangkan bukan untuk perubahan 
lokasi parkir. 
e. Prosedur, persyaratan dan biayanya didasarkan pada informasi yang 
tertera di homepage Kantor Polisi Tokyo tanggal 26 Juli 2016. 
f. Mobil kecil atau ringan mungkin tidak memerlukan sertifikat ini di 




Jepang memiliki prosedur kategori sertifikasi parkir untuk mobil 
ringan (Kei-Jidosha)  kendaraan kecil atau ringan yang disebut Kei-
Jisdosha atau K-car atau Kei-car dan biasanya di bawah 660 cc. Mobil 
kategori ini umumnya memiliki pelat kuning dan di sebagian besar 
wilayah pedesaan sertifikasi parkir dikecualikan karena ketersediaan 
ruang yang memadai. Namun di area tertentu seperti pusat kota Tokyo, 
bukti parkir tetap diperlukan. Namun demikian, para pengguna memiliki 
kewenangan untuk  konfirmasi ke kantor polisi tokyo untuk memastikan 
apakah area tersebut dikecualikan. 
a. Jika ruang tersebut berada di dalam properti pribadi  
1. Pemberitahuan Tertulis Parkir Kendaraan 
( Tautan dokumen , Panduan Masuk ) 
2. Formulir Aplikasi untuk Lencana 
( Tautan dokumen , Panduan entri ) 
3. Bukti Hak Penyimpanan Kendaraan 
( Tautan dokumen , Panduan Masuk ) 
4. Peta lokasi 
( Tautan dokumen , Panduan entri ) 
5. Dokumen yang dapat mengkonfirmasi penggunaan lokasi tersebut 
(misalnya tanda terima listrik atau gas, surat dengan cap pos resmi, 




i.   mendaftar secara pribadi pada orang yang bertanggung jawab 
akan mengonfirmasi setelah pengajuan 
ii. melamar oleh perwakilan - mohon salinan terlampir 
b. Jika ruang tersebut di bawah properti sewaan 
1. Pemberitahuan Tertulis Parkir Kendaraan 
( Tautan dokumen , Panduan Masuk ) 
2. Formulir Aplikasi untuk Lencana 
( Tautan dokumen , Panduan entri ) 
3. Persetujuan Penggunaan 
( Tautan dokumen , Panduan entri ) 
4. Peta lokasi 
( Tautan dokumen , Panduan entry ) 
5. Dokumen yang dapat mengkonfirmasi penggunaan lokasi tersebut 
(misalnya tanda terima listrik atau gas, surat dengan cap pos resmi, 
SIM, sertifikat inspeksi mobil (digoyangkan), sertifikat tempat 
tinggal, dll.) 
i.   Mendaftar secara pribadi - orang yang bertanggung jawab akan 
mengonfirmasi setelah pengajuan 
ii. Melamar oleh perwakilan - mohon salinan terlampir 
Banyak dan ketatnya syarat memiliki sebuah mobil di Jepang 
menjadi sekian alasan ataupun pendorong mengapa kebanyakan warganya 
lebih memilih transportasi umum. Untuk transportasi umum, tidak bisa 
disangsikan bahwa memang semuanya dalam kondisi rapi. 
81 
 
Satu di antara syarat untuk memiliki sebuah mobil adalah adanya 
keharusan untuk tempat parkir yang sudah disewa atau dimiliki oleh 
konsumen. Pertanyaan ini bahkan akan diajukan oleh pihak dealer atau 
showroom sebelum mobil bisa dibeli. Jepang sangat memperhatikan sisi 
kepatuhan konsumen jika akan membeli kendaraan bermotor termasuk 
mobil, showroom sendiri akan menanyakan, kepada calon pembeli bahwa 
diharuskan untuk memiliki tempat parkir jika akan membeli mobil. Ketika 
calon pembeli telah menyatakan bahwa memang tidak memiliki lahan 
parkir atau garasi maka pihak dari showroom dengan tegas tidak 
memperkenankan penjualan mobil untuk dilanjutkan.  
Harus ada bukti dari konsumen untuk kesiapan tempat parkir dari 
mobil yang akan dibeli. Konsumen akan diminta setidaknya menunjuk 
peta, di mana tempat tinggal mereka, dan di mana mobil yang akan dibeli 
itu nantinya diparkir. Pembeli mobil harus menunjukkan surat sertifikat 
parkir bahwa mereka sebagai calon pembeli mobil telah sah memiliki 
tempat atau lahan untuk parkir mobil yang akan mereka beli. Peraturan 
paling strict yang dianggap oleh beberapa orang dinegara Asia, bahwa 
memang sangat ketat di Jepang untuk urusan parkir mobil.  
Biaya sewa yang mahal dengan tempat parkir untuk satu mobil per 
bulan yang tergantung pada lokasi. Aturan ini sangat berdampa positif 
untuk beberapa kendaraan yang menaruh dengan sembarangan kendaraan 
pribadinya di jalanan atau ujung-ujung gang jalan. Kepemilikan sertifikat 
garasi itu dibuktikan oleh surat keterangan dari otoritas setempat dan 
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memiliki syarat yang mengikat serta mutlak untuk dipenuhi jika ingin 
membeli mobil.  
Parkir dapat dikatakan menjadi syarat utama masyarakat Jepang 
untuk membeli mobil, dan tentunya hal ini juga berlaku di kota-kota besar 
lainnya di Jepang. Jika tidak ada tempat parkir, maka seseorang harus 
menyerahkan sertifikat parkir dari kantor persewaan mobil. Kata "Parkir" 
didefinisikan dalam Undang-Undang Lalu Lintas Jalan di Jepang ke dalam 
dua cara.  Cara pertama mengartikan parkir sebagai status dimana 
pengemudi menghentikan mobilnya terus menerus untuk menunggu 
barang atau orang, untuk memuat atau menurunkan barang ke dan dari 
mobilnya selama 5 menit atau lebih, atau untuk bertransaksi  dengan 
kecelakaan. Cara kedua mendefinisikan parkir sebagai status di mana 
pengemudi menjauh dari mobil dan tidak dapat segera menghidupkan 
kembali mobilnya.  Secara umum, parkir dibagi menjadi On-street Parking 
dan Off-street Parking.  
Pertama, Parkir di Jalan dikategorikan menjadi tiga jenis berikut: 
Ruang Parkir di Jalan yang diatur dalam Undang-Undang Parkir;  Fasilitas 
Parkir di Jalan yang diatur dalam Undang-Undang Jepang tentang Jalan 
dan Parkir di Jalan pada Meteran Parkir atau Mesin Tiket Parkir yang 
diatur dalam Undang-Undang Jepang tentang Lalu Lintas Jalan. 47 
 
                                                          
47 So Morikawa, “Institutional System and Current Problems of Car Parking in Tokyo”,  Master 
Student, Department of Civil Engineering, The University of Tokyo, Japan, 2017, hlm. 20, t.d. 
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Beberapa para ahli di Jepang telah menunjukkan bahwa perhentian 
singkat di jalur berhenti juga harus dimasukkan sebagai salah satu tempat 
parkir di jalan.  Selanjutnya, Parkir Off-Street dikategorikan menjadi dua 
jenis berikut: Parkir Off-street untuk Pengguna Tertentu dan Parkir Off-
street untuk Umum. Parkir Off-street untuk Pengguna Tertentu selanjutnya 
dikelompokkan menjadi Ruang Parkir Wajib yang diatur dalam Undang-
Undang Parkir dan  Ruang Parkir Pribadi diatur terutama dalam Hukum 
Perdata.   
Parkir Off-street untuk umum selanjutnya dikelompokkan menjadi 
empat jenis sebagai berikut : Ruang parkir wajib yaitu diatur dalam 
Undang-Undang Jepang tentang Parkir dimana ruang parkir yang 
dioperasikan dengan koin seluas lebih dari 500 meter persegi diatur dalam 
Undang-Undang Parkir,  ruang parkir yang dioperasikan dengan koin 
seluas 500 meter persegi atau kurang diatur dalam Undang-Undang Parkir 
dan Ruang Parkir Berbasis Tata Kota diatur dalam Undang-Undang 
Jepang tentang tata kota dan ruang parkir. Kebijakan parkir di Jepang lebih 
menekankan pada parkir di luar jalan, khususnya parkir berbasis 













Tabel 1.4 Struktur Sistem Parkir di Jepang  
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     Dari tabel struktur parkir di Jepang tersebut dapat dipahami bahwa 
, pengemudi kendaraan di Jepang tidak diperbolehkan memarkir mobilnya 
di jalan-jalan kota besar. Pengecualian dapat  dilakukan untuk masyarakat 
di Jepang dengan mematuhi beberapa pengecualian yang diterapkan 
sebagai berikut : 
1. Tempat Parkir di Jalan 
Ruang parkir di jalan diatur dalam Undang-Undang Jepang 
tentang Parkir. Jenis parkir ini diatur oleh Kementerian Pertanahan, 
Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata Jepang (MLIT).  Tempat 
parkir di jalan diatur di zona pengembangan ruang parkir oleh 
pemerintah daerah setempat. Ruang parkir tersebut memiliki nama yaitu 
"Ruang Parkir Berbasis Perencanaan Kota”. Ruang parkir di jalan 
dianggap sebagai tambahan dari ruang parkir di luar jalan yang berbasis 
perencanaan kota.   
Pemerintah daerah perlu membuat kesepakatan dari Komisi 
Keamanan Publik Daerah saat mengatur tempat parkir di jalan.  
Penggunaan tempat parkir di jalan diharuskan membayar biaya parkir 
kepada pemerintah daerah tergantung pada durasi parkir. Biaya parkir 
di jalan dikendalikan sehingga hampir sama dengan harga parkir di luar 
jalan di sekitar tempat parkir di jalan. Pendapatan dari parkir on-street 
tidak hanya harus digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengelola 
tempat parkir di jalan tetapi juga untuk mengembangkan tempat parkir 





2.  Fasilitas Parkir di Jalan 
 Fasilitas parkir di jalan telah diatur dalam Undang-Undang 
Jepang tentang Jalan. Bahwa jenis parkir ini juga diatur oleh 
Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata 
Jepang (MLIT).  Fasilitas parkir di jalan ditetapkan di luar jalan raya 
oleh administrator jalan. Pengguna fasilitas di jalan diharuskan 
membayar biaya parkir kepada pemerintah daerah tergantung pada 
durasi parkir mereka.  Fasilitas parkir di jalan juga dianggap sebagai 
tambahan dari ruang parkir di luar jalan yang berbasis pada 
perencanaan kota. 
3. Parkir di Jalan di Meteran Parkir atau Mesin Tiket Parkir 
 Parkir di jalan pada pengukur parkir atau mesin tiket parkir 
diatur dalam Undang-Undang Jepang tentang Lalu Lintas Jalan. Bahwa 
jenis parkir ini diatur oleh Badan Kebijakan Negara di Jepang. Komisi 
Keamanan Umum Lokal Jepang dapat mengatur meteran parkir atau 
tiket parkir di sepanjang jalan, dimana parkir liar di jalan harus 
diminimalkan.   
Penggunan meteran parkir dan karcis parkir diharuskan 
membayar bukan biaya parkir melainkan biaya layanan administrasi. 
Waktu parkir ditetapkan hanya sekitar 40 atau sampai 60 menit. 
Apabila waktu parkir telah melebihi waktu habis, maka pengguna harus 




4. Berhenti Singkat di Jalur Berhenti 
 Pemberhentian singkat di jalur pemberhentian juga harus 
dimasukkan sebagai salah satu tempat parkir di jalan. Jalur berhenti 
didefinisikan dalam Undang-Undang Jepang tentang Struktur Jalan 
sedangkan pemberhentian pendek di jalur pemberhentian didefinisikan 
dalam Undang-Undang Jepang tentang Lalu Lintas Jalan. Perhatikan 
bahwa jalur pemberhentian diatur oleh Kementerian Pertanahan, 
Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata Jepang (MLIT).  
Pemberhentian singkat di jalur berhenti didefinisikan sebagai status di 
mana pengemudi berhenti terus menerus untuk memuat atau 
menurunkan barang dalam waktu 5 menit atau membiarkan orang naik 
atau turun mobil di jalur berhenti.   
Pemberhentian singkat di jalur pemberhentian tidak dikenai 
biaya.  Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa pengelola jalan 
terutama di wilayah perkotaan dapat mengatur jalur pemberhentian di 
sisi kiri jalan untuk merealisasikan pada keadaan arus lalu lintas yang 
lancar dan aman. Lebar jalur pemberhentian sekitar 1,5 meter sampai  
2,5 meter. 
5. Tempat Parkir Luar Jalan Wajib 
Ruang parkir wajib untuk umum diatur dalam Undang-Undang 
Jepang tentang Parkir sedangkan wajib parkir untuk toko retail skala 
besar diatur baik dalam Undang-Undang Jepang tentang Parkir maupun 
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Undang-Undang Jepang tentang Toko Eceran Skala Besar. Undang-
Undang Jepang tentang Parkir menyatakan bahwa pemerintah daerah 
dapat menetapkan peraturan parkir daerah. Undang-Undang Jepang 
tentang Parkir pasal 20 menyatakan bahwa peraturan daerah dapat 
memerintahkan pemilik bangunan besar di atas 2.000 meter persegi dan 
bangunan tujuan khusus termasuk teater, department store, dan gedung 
perkantoran untuk menetapkan area parkir di luar jalan.   
Area parkir di luar jalan harus memiliki ruang yang cukup untuk 
menutupi kebutuhan parkir gedung. Undang-Undang Jepang tentang 
Toko Eceran Skala Besar mengatur pedoman dan proses untuk 
mendirikan toko eceran skala besar baru, termasuk tempat parkir untuk 
pengunjung.  Pasal 4 di dalam Undang-Undang Jepang tentang Toko 
Eceran Skala Besar menyebutkan bahwa Menteri Perekonomian, 
Perdagangan, dan Perindustrian mengeluarkan pedoman bagi yang 
ingin membangun toko eceran skala besar baru.   
Pedoman tersebut mencakup hal-hal dasar yang harus 
diperhatikan pengecer saat menatap bisnis dan menyiapkan fasilitas. 
Pedoman tersebut bertujuan untuk menghindari gangguan lalu lintas 
dan dampak serius terhadap lingkungan setempat yang disebabkan oleh 
lalu lintas ke dan dari toko, serta dasar kapasitas parkir untuk toko ritel 
skala besar.  Pasal 5 Undang-Undang Jepang tentang Toko Eceran 
Skala Besar mewajibkan mereka yang ingin membangun toko retail 
skala besar baru untuk menyerahkan dokumen tentang pembukaan toko.   
89 
 
Dokumen tersebut harus berisi lokasi tempat parkir yang tepat,  
kapasitasnya, serta jam bukanya dan jumlah pintu masuk atau keluar 
parkir. 48 Dokumen tersebut juga harus menyertakan metode 
penghitungan kapasitas parkir yang dapat menutupi permintaan parkir 
dengan metode merancang struktur parkir dan metode untuk 
memperkirakan jumlah pintu masuk atau keluar. Sebagai pelamar untuk 
membangun toko ritel skala besar baru diharuskan menunjukkan 
rencana mereka untuk memandu mobil ke tempat parkir mereka seperti 
rute pemandu, jumlah papan nama dan staf pengatur lalu lintas. 
6. Tempat Parkir Pribadi di Luar Jalan 
Ada tiga jenis tempat parkir pribadi di luar jalan. Seluruh tempat 
parkir tersebut dipasok dan dikelola di bawah kontrak swasta (Nosaka 
et al).  Jenis tempat parkir pertama disediakan dan dikelola di mana 
pemilik tanah menyewakan properti kepada peminjam tanah untuk 
tujuan parkir mereka. Dalam hal ini, kontrak parkir secara hukum 
dianggap sebagai sewa tanah (Undang-Undang Perdata Jepang Pasal 
601).   
 
Pemilik tempat parkir tidak diperbolehkan merelokasi mobil 
peminjam tanpa seizinnya. Salah satu alasan ketidakbolehan tersebut 
adalah dikarenakan peminjam memiliki hak untuk menempati tanah 
tersebut meskipun pemilik tanah memiliki hak milik. Jenis tempat 
                                                          
48 So Morikawa, “Institutional System and Current Problems of Car Parking in Tokyo”,  Master 
Student, Department of Civil Engineering, The University of  Tokyo, Japan, 2017, hlm. 33, t.d. 
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parkir kedua disediakan dan dikelola di mana pengemudi mobil 
meminta manajer parkir untuk menangani mobil mereka. Seorang 
pengelola parkir menerima kunci mobil dari pengemudi di pintu masuk 
tempat parkir dan mengurus mobil di tempat parkir selama jangka 
waktu tertentu.   
Jenis kontrak parkir ini secara hukum dianggap sebagai 
simpanan mobil (Undang-Undang Perdata Jepang Pasal 657). Pengelola 
parkir dapat merelokasi mobil pelanggan di tempat parkir.  Jenis tempat 
parkir ketiga adalah tempat parkir yang dioperasikan dengan koin. 
Mesin tiket parkir dipasang di tempat parkir yang dioperasikan dengan 
koin tetapi tidak ada yang mengelola mobil saat melihatnya. Tempat 
parkir yang dioperasikan dengan koin menjadi lebih populer dengan 
cepat sejak revisi Undang-Undang Lalu Lintas Jalan pada tahun 2006. 
Parkir yang dioperasikan dengan koin tidak didefinisikan atau diatur 
secara jelas dari sudut pandang hukum. Pada praktiknya, kontrak parkir 
yang dioperasikan dengan koin mengikuti Undang-Undang Parkir.   
Pasal 13 Undang-Undang Jepang tentang Parkir mewajibkan 
pemilik lahan parkir di atas 500 meter persegi untuk menyiapkan 
ketentuan untuk mengawasi lahan parkir tersebut. Ketentuan tersebut 
digunakan untuk menghindari masalah hukum antar kontraktor. Contoh 
ketentuan yang ditunjukkan oleh pemerintah pusat banyak digunakan 
untuk menyiapkan ketentuan tersebut.  Ketentuan tersebut biasanya 
menjelaskan bahwa masalah hukum mengenai parkir yang dioperasikan 
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dengan koin pada dasarnya diselesaikan dengan cara yang sama seperti 
jenis kedua dari tempat parkir pribadi di luar jalan. Pemilik lahan parkir 
seluas 500 meter persegi atau kurang juga sering menggunakan 
ketentuan yang sama untuk kontrak mereka. 
7. Tempat Parkir Berbasis Tata Kota 
 Parkir luar jalan berbasis tata kota diatur dalam Undang-
Undang Jepang tentang Parkir. Tempat parkir jenis ini dianggap sebagai 
tempat parkir umum. Jenis parkir ini diatur oleh Kementerian 
Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi, dan Pariwisata. Bab 2 sampai 
Bab 4 di dalam Undang-Undang Jepang tentang Parkir menjelaskan 
untuk zona pengembangan ruang parkir. Tempat parkir yang akan 
dikembangkan adalah pada tempat Parking Space. 
 Zona pengembangan disebut ruang parkir berbasis tata kota.  
Zona pengembangan ruang parkir ditetapkan oleh pemerintah daerah 
untuk mengembangkan ruang parkir di perkotaan. Pasal 3 Undang-
Undang Jepang tentang parkir menunjukkan bahwa setiap pemerintah 
prefektur dapat menetapkan zona di wilayah termasuk zona komersial 
dan zona pemukiman dengan volume lalu lintas yang cukup tinggi.   
Zona komersial dan zona pemukiman ditetapkan oleh 
pemerintah prefektur dalam rencana tata kota berdasarkan peraturan 
Undang-Undang Tata Kota. Pemerintah prefektur diminta untuk 
menyiapkan rencana pengembangan parkir berdasarkan permintaan dan 
pasokan parkir saat ini dan di masa depan ketika menetapkan suatu 
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zona. Adanya suatu kebijakan parkir di Jepang secara langsung 
mempertimbangkan bahwa tempat parkir umum harus disediakan 
sebagai tempat parkir di luar jalan. Sebagai contoh adalah pada Pasal 7 
Undang-Undang Jepang tentang parkir yang mengatur tentang retribusi 
parkir menyatakan bahwa pendapatan dari retribusi parkir ruang parkir 
berbasis tata kota harus digunakan untuk pembangunan tempat parkir di 
luar jalan selain untuk pemeliharaan jalan untuk tempat parkir. 
Jepang memiliki keunikan tersendiri pada sewa tempat parkir. 
Penyewaan tempat parkir pada wilayah perkotaan di Jepang seperti di 
Tokyo memiliki kisaran harga sekitar 40.000-50.000 yen setiap bulan 
atau Rp. 4.000.000,- sampai dengan Rp. 5.000.000,-. Sementara pada 
wilayah pinggiran di Jepang, memiliki harga yang lebih murah yaitu 
sekitar 10.000 yen sampai 20.000 yen, namun biayanya bisa juga 
sekitar 30.000 yen sampai dengan 40.000 yen per bulan. 49  
Memarkirkan kendaraan bermotor roda empat dan dua tidak di 
tempat seharusnya, adalah pelanggaran hukum dengan sanksi denda 
berat di Jepang. Bahkan calon pembeli mobil di Jepang harus bisa 
membuktikan memiliki garasi atau jaminan sewa tempat parkir alias 
Kei Jidosha. Surat bukti yang disebut Shako Shomei itu harus 
ditunjukkan ketika membeli mobil dan penjual berhak membatalkan 
transaksi bila ternyata jaminan tersebut merupakan jaminan palsu. 
                                                          




Ketika mendaftarkan kepemilikan kendaraannya ke kepolisian 
setempat dan mengurus pajaknya, calon pendaftar wajib melampirkan 
denah garasi yang disebutkan dalam Shako Shomei. Apabila garasi atau 
tempat parkir berstatus sewa, jaraknya tak boleh lebih dari 150 meter 
tempat tinggal pemilik mobil. Sangat jarang ditemui apartemen dan 
kondominium di kota-kota besar di Jepang yang memiliki tempat parkir 
tersendiri, ada biaya sewa tambahan apabila ada penyediaan tersendiri. 
Aturan serupa juga berlaku untuk pemilik dan penyewa rumah tapak. 
Keterbatasan lahan dapat disiasati pemilik rumah dengan membuat 
rumah bertingkat tiga. Lantai dasar untuk garasi, sementara dua lantai di 
atasnya untuk tempat tinggal. Dinding garasi pun harus menyisakan 
jarak minimal 50 cm dengan sisi terluar mobil. 
Ada pajak terpisah dibayar pemilik rumah untuk garasi atau 
carport yang berada di dalam wilayah properti pribadinya itu. Meski 
nilai pajak untuk carport lebih rendah bila dibanding garasi tertutup, 
namun tetap ada pengeluaran tambahan untuk aset properti yang juga 
dikenakan pajak serta masih adanya premi asuransi kecelakaan yang 
harus pemilik bayar untuk setiap mobilnya. Berbeda dengan di 
Indonesia, penerima manfaat asuransi adalah pemilik kendaraan korban 
kecelakaan yang melibatkan mobil kita. Artinya ada premi terpisah bila 




Pemerintah Jepang sangat konsekuen dengan peraturan ketat dan 
aneka pajak tinggi tersebut. Mereka menyediakan sarana transportasi 
massal yang mudah dan murah bagi warganya, termasuk bagi lanjut 
usia dan difabel. Penyediaan tersebut memiliki makna bahwa tidak 
memaksakan diri untuk para warga menyewa dan membayar pajak 
garasi demi bisa memiliki mobil penunjang aktifitas harian. 50Dari segi 
kuantitas, rata-rata setiap rumah tangga di Jepang hanya memiliki satu 
mobil. Untuk aktivitas sehari-hari, seperti mereka yang menggunakan 
transportasi umum untuk pergi ke kantor, dan menggunakan kendaraan 
bersama di akhir pekan. Tidak akan heran jika kemudian banyak warga 
Jepang lebih memilih menggunakan moda transportasi massal, seperti 
kereta, bus, bersepeda, atau jalan kaki. Sebagai kompensasi pemerintah 
Jepang memberi pelayanan tingkat tinggi untuk warganya yang lebih 
memilih transportasi massal atau berjalan kaki dan bersepeda. 51 
 
B. Perbandingan Pengaturan Garage Car di Indonesia dan Jepang 
(Persamaan dan Perbedaan)  
1. Persamaan Pengaturan Garage Car di Indonesia dan Jepang 
Persamaan dan perbedaan di antara sistem dan pengaturan dalam 
hukum ialah bagaikan dua sisi mata uang yang sama. Persamaan 
menujukkan adanya suatu kurangnya perbedaan, sementara perbedaan 
menujukkan adanya suatu kurangnya persamaan. Maka dari itu baik 
                                                          
50 Medcom.id,  “Tuntutan Garasi ala Negeri Sakura”, https://medcom.id, diakses pada 11 
November 2020, pukul 09:09 WIB. 
51 Rendra Saputra, “Ketatnya Aturan Orang Jepang untuk Punya Mobil, Beda dengan Indonesia”, 
Viva, Jakarta, 13 Januari, 2019, hlm. 5. 
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persamaan maupun perbedaan akan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang 
sama, walaupun memiliki arah yang berlawanan. Misalnya, jika 
persamaan-persamaan di antara sistem-sistem ekonomi telah dianggap 
dapat menimbulkan persamaan di antara sistem hukum, maka perbedaan di 
antara sistem-sistem ekonomi juga harus dianggap turut menyumbangkan 
perbedaan di bidang hukum. 
 Indonesia dan Jepang merupakan negara asia yang memiliki 
sistem hukum yang cukup hampir sama dalam mencapai sebuah 
tujuaannya, yaitu terwujudkan keamanan, ketertiban, dan keadilan. Sejarah 
Indonesia dan Jepang memang sangat panjang diingatan seluruh 
masyarakat Indonesia dalam beberapa era yang telah lewat, namun hal ini 
tidak akan memperburuk hubungan antara Indonesia dan Jepang saat ini. 
Kedua negara tersebut memiliki banyak kesamaan, yang dapat diubah 
menjadi rsuatu kemistri untuk menjalin hubungan bisnis atau politik. Tidak 
terlepas untuk persamaan pengaturan garage car yang ada di Indonesia 
dan jepang.  
Bersadarkan keseluruhan kesamaan pengaturan garage car yang 
ada di Indonesia dan Jepang beberapa diantaranya adalah sebagai berikut : 
a.  Pengaturan Garage Car di Indonesia dan Jepang sudah sama-sama   
diterapkan oleh pemerintah dikedua negara tersebut. 
Indonesia membuat ketentuan aturan untuk kepemilikan 
garasi bagi warga yang mempunyai mobil yang diatur oleh 
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ternyata mengadopsi regulasi dari 
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Jepang. Bahwa pada pasal 140 dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta 
(Perda) Nomor 5 tahun 2014 tentang transportasi meniru kebijakan 
yang ada di Jepang yaitu suatu aturan yang mewajibkan pengendara 
untuk memiliki bukti bahwa mereka memiliki akses ke tempat parkir 
lokal. Untuk mendaftarkan mobil, atau saat mengganti alamat, 
pengendara harus mendapatkan sertifikat tempat parkir yaitu 
("Sertifikat Garasi" atau "Shako Shomei Sho") dari polisi setempat. 
Sertifikat kepemilikan lahan parkir di Jepang yang disebut 
sebagai Shako Shomei Sho diharapkan dapat dipahami bahwa aturan 
bukti parkir tidak berdiri sendiri. kebijakan Ini memiliki kebijakan 
kembar yang penting, dimana aturan tersebut diberlakukan pada tahun 
1962 dan pada awalnya hanya diterapkan di kota-kota besar namun, 
sekarang tampaknya diterapkan jauh lebih luas. Penerapan aturan ini 
membuat suatu kesamaan antara peraturan tentang kepemilikan garasi 
sebagai syarat membeli mobil di Indonesia dan Jepang keduanya 
sama-sama diberlakukan dengan sistem hukum yang normatif serta 
dengan pengawasan khusus. 
 
b.    Indonesia dan Jepang sama-sama kekurangan lahan parkir di kota 
besar. 
Tingkat mobilitas kendaraan kota besar di Indonesia dan 
Jepang semakin tinggi. Banyaknya pilihan murah, mudah akses, dan 
ketersediaan beragam paket angsuran yang sanggup mendorong 
seseorang untuk membeli kendaraan pribadi seperti mobil. Namun 
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terkadang orang-orang lengah akan suatu hal setelah membeli mobil. 
Kelengahan ini justru ternyata banyak menimbulkan suatu masalah 
baru karena ketidaksadaran akan kepemilikan suatu lahan untuk garasi 
atau ruang parkir. 
 Fenomena ini banyak terjadi pada  orang-orang di kota besar 
antara Indonesia dan Jepang. Dampak dari ketidaksadaran orang-
orang membuat kendaraan seperti mobil diparkirkan di sembarang 
tempat. Mobil-mobil diparkirkan, di jalan umum depan rumah hingga 
lahan kosong milik masyarakat sehingga menimbulkan banyak 
permasalahan baru yang membuat banyak orang-orang susah untuk 
atau parkir di lokasi yang jauh dari tempat tinggal dikarenakan akan 
menambah permasalahan baru yaitu tingkat keamanan yang tidak 
terjamin. Permasalahan yang terjadi secara terus menerus ini  memicu 
masalah lama yang masih sama di hadapi masyarakat masa kini yakni, 
kurangnya akan ketersediaan lahan parkir untuk kendaraan bermotor. 
Dua kota di Indonesia yang memiliki alokasi  kendaraan 
tertinggi pada 2017 antara lain, Jawa Barat sebanyak 192.000 unit, 
Jakarta 189.000 unit, sedangkan di Jepang ada Tokyo dan Chiba yang 
memiliki mobilitas dan tingkat penduduk yang padat layaknya di 
Indonesia. Kepadatan penduduk serta lahan yang minim membuat 
susahnya orang-orang mencari kawasan untuk parkir kendaraan 
pribadi di kota-kota besar. Permasalahan ini menjadikan suatu 
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kesamaan bahwa di Indonesia dan Jepang masih sama-sama 
kekurangan lahan untuk parkir di kota-kota besar. 
 
c.  Pengaturan garage car di Indonesia dan Jepang sama-sama memiliki 
sanksi yang tegas. 
Pengaturan garage car di Indonesia lambat laun mulai aktif 
digencarkan dengan sanksi yang tegas di Provinsi DKI Jakarta. 
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mewajibkan untuk setiap pemilik 
kendaraan mobil di Jakarta wajib untuk memiliki garasi. Hal tersebut 
senada dengan Perda Nomor 5 Tahun 2014 pasal 140 tentang 
pembatasan kendaraan bermotor. 
Sanksi tegas yang diberikan adalah penderekan bagi mobil 
yang parkir di jalan raya, serta gang masuk kawasan larang parkir. 
Sedangkan untuk syarat pembelian mobil, Pemerintah Provinsi DKI 
Jakarta akan berkoordinasi dengan Kepolisian agar tidak secara 
langsung menerbitkan STNK bila pemilik tidak memiliki garasi. 52 
Kewajiban pemilik mobil memiliki garasi baru di Jakarta 
memang banyak menimbulkan kontroversi oleh masyarakat, namun 
aturan dengan sanksi yang tegas tersebut dinilai sangat efektif untuk 
mengurangi jumlah pemilik kendaraan yang tidak memiliki Garasi 
mobil. Aturan tentang kepemilikan garasi mobil dengan sanksi yang 
tegas juga sama-sama diberlakukan di Negara Jepang. Memarkirkan 
                                                          
52 Delvira Hutabarat, “Tak Punya Garasi, Ini Sanksi untuk Pemilik Mobil di Jakarta”, Liputan 6 
Headline Berita, Jakarta, 8 September, 2017, hlm. 2.  
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kendaraan bermotor roda empat dan dua tidak patut atau pada 
tempatnya adalah suatu pelanggaran hukum dengan sanksi denda yang 
berat di Negara Jepang. Calon pembeli mobil di Negara Jepang harus 
serta wajib untuk dapat membuktikan kepemilikan garasi atau suatu 
jaminan sewa tempat parkir. Surat bukti yang disebut Shako Shomei 
itu harus dapat ditunjukkan ketika pembeli akan membeli mobil dan 
kepada penjual berhak untuk membatalkan transaksi tersebut apabila 
ternyata jaminan yang diberikan adalah  jaminan palsu. 
Ketika calon pembeli kendaraan bermotor akan mendaftarkan 
kepemilikan kendaraannya ke kepolisian setempat dan mengurus 
pajaknya, wajib melampirkan denah garasi yang disebutkan dalam 
Shako Shomei. Bila garasi atau tempat parkir berstatus sewa, jaraknya 
tidak boleh lebih dari 150 meter tempat tinggal pemilik mobil. Sangat 
jarang apartemen dan kondominium di kota-kota besar Jepang yang 
memiliki tempat parkir tersendiri. Apabila ada yang menyediakannya, 
maka ada pula biaya sewa tambahan. 
 
2. Perbedaan Pengaturan Garage Car di Indonesia dan Jepang 
Indonesia dan Jepang merupakan negara kepulauan yang berdiri 
di kawasan asia dan memiliki sistem hukum yang berbeda sisi. Perbedaan 
sistem hukum ini tidak terlepas dari pengaturan Garage Car yang ada di 
indonesia dan jepang. Mayoritas masyarakat Jepang memanfaatkan 
transportasi umum atau dengan berjalan 'kencang'. Kondisi ini kontras 
dengan kondisi jalanan di beberapa kota besar seperti Jakarta.  
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Masyarakat Jepang memang tidak terlalu menyukai kendaraan 
bermotor. Meski pengenaan pajak bermotor di Jepang terbilang cukup 
murah ( 400cc sekitar Rp. 700.000 ) namun untuk aturan lain terbilang 
ketat dan menguras isi kantong. Pengaturan Garage Car di Indonesia dan 
Jepang memiliki banyak beberapa perbedaan yang kontras dari beberapa 
segi. Perbedaan tersebut memiliki serta menganut makna yang bertolak 
belakang sebagai berikut : 
a. Ketertiban Lalu Lintas 
Jepang telah diakui masyarakat di Asia bahwa Negara matahari 
terbit tersebut memiliki kualitas juara untuk ketertiban segala sisi 
kehidupan di Jepang. Salah satunya tercermin dari budaya tertib berlalu 
lintas. Semua saling teratur dan berjalan baik. Jarang terdengar bunyi 
klakson di tengah kemacetan. Semua mengantri di persimpangan jalan, 
mobil menunggu pejalan kaki menyeberang di zebra cross. Tidak 
terlihat pula mobil parkir dengan sembarangan.  
Dapat dicermati bahwa memang benar Jepang merupakan 
Negara yang sangat  modern dengan segala infrastruktur yang bekerja 
sebagaimana mestinya. Tidak pula ada orang yang ingin terkena tilang 
oleh polisi setempat dengan pelanggaran yang akan bisa membuat 
"kantong kosong". Denda yang dikenakan terhadap pelanggaran lalu 
lintas di Negara Jepang memang berbeda dengan Negara dikawasan 
Asia lainnya. Ketahuan dengan sengaja parkir kendaraan sembarangan, 
seseorang di Jepang harus mempersiapkan uang 15.800 Yen (atau setara 
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Rp 1.896.000 estimasi kurs Rp 120 per Yen). Sedangkan beberapa 
orang juga terkadang melanggar ketahuan tidak memakai sabuk 
keselamatan yang memiliki rasio denda lebih mahal lagi, yaitu 20 ribu 
Yen, atau setara Rp 2.400.000. Hal menarik dan juga sangat 
menyeramkan dari denda jika seseorang di Jepang  ketahuan dengan 
sengaja menggunakan kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi 
akan di denda sekitar 30-50 ribu Yen ( setara Rp 6.000.000 ). 53 
Kondisi ini berbanding terbalik dengan Indonesia dimana 
penataan ruang parkir, alur lalu lintas bahkan kesadaran masyarakat saat 
berkendara sangatlah kurang. Seringkali banyak terlihat mobil parkir 
sembarang di ruas kanan kiri jalan yang sangat sempit dan hanya 
menyisakan sedikit ruas ketika berpapasan. Banyak kendaraan bermotor 
terkesan acuh memarkirkan kendaraan pribadinya di pinggir jalan, yang 
padahal jika ada mobil berpapasan dapat membuat bahu jalan tersisa 
beberapa jengkal. Perilaku kotor dan tidak bertanggung jawab tersebut 
akan menimbulkan banyak ancaman seperti kemacetan dan kecelakaan 
di Jalan tersebut.  
Permasalahan diatas hanya beberapa permasalahan yang 
mengacu pada masalah parkir yang setiap hari dihadapi masyarakat 
perkotaan di Indonesia. Beberapa permasalahan lain yang akan timbul, 
seperti saat berkendara dalam keadaan jalanan sedang saat macet. 
                                                          
53 Sigit Tri Santoso, “Budaya Tertib Lalu Lintas di Jepang” , Liputan 6 Headline Berita, Jakarta, 




Banyak mobil yang akan menyebrang susah serta sudah pasti banyak 
pengendara saling berebut haluan dan sangat malas menginjak rem. 
Lalu lintas di Indonesia sudah seakan bukan tempatnya saling untuk 
menghormati, namun saling untuk mendahului. Sangat berbeda dengan 
aturan lalu lintas di Negara Jepang yang sangat mendahulukan respect  
saat berkendara terutama untuk para pejalan kaki.  
b. Parkir  
Dalam pengaturan garage car tidak terlepas dari pembahasan 
parkir. Parkir merupakan suatu keadaan yang akan menitik beratkan 
kendaraan jika akan berhrnti. Biaya parkir yang dibebankan kepada 
pengguna jalan dan pemilik kendaraan pribadi juga menjadi momok 
masyarakat Jepang. Biaya parkir antara Indonesia dan Jepang memang 
memiliki perbedaan yang sangat mencolok. Biaya parkir di Jepang 
memang mekiliki harga yang fantastis dan mahal. Harga yang tinggi 
tersebut telah berjalan lama di kota besar seperti Tokyo, untuk biaya 
parkirmya yang sangat tinggi terlepas dari harga motornya sendiri yang 
tentu juga sangat mahal.  
Umumnya apartemen di Jepang memang tidak menyediakan 
tempat atau lahan untuk parkir kendaraan, sehingga pemilik kendaraan 
harus menyewa tempat parkir khusus. Lahan parkir sewa tersebut dapat 
menghabiskan dana sebesar 138 dollar Amerika Serikat atau setara 
hampir Rp. 2.000.000, tanpa adanya jaminan garansi. Kondisi tersebut 
sangat berbanding terbalik dengan kondisi di Indonesia. Tarif biaya 
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parkir kendaraan pribadi yang ada di Indonesia adalah merupakan tarif 
parkir yang termurah sedunia, sehingga hal ini menyebabkan banyak 
orang di Indonesia enggan untuk naik transportasi publik. Seharusnya 
tarif parkir kendaraan pribadi memang jauh lebih tinggi dibanding 
untuk angkutan umum. Sedangkan di Indonesia fenomena ini 
berbanding jauh terbalik dan menjadi permasalahan tersendiri 
khususnya untuk jajaran Pemerintah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 
sendiri ataupun kota-kota besar lainnya di Indonesia. 
Pada umumnya masyarakat di Indonesia memang sudah 
cenderung memakai kendaraan pribadi dibandingkan memiliki kemauan 
untuk naik angkutan umum. Kecenderungan tersebut disusul rasa 
gengsi dan besar kepala yang tinggi akan benda mati yang dimiliki 
tersebut. Mencermati masalah tersebut sudah seharusnya memang 
solusi untuk mengatasi kemacetan di Kota Jakarta atau kota-kota besar 
lainnya di Indonesia adalah meningkatkan jumlah maupun layanan 
angkutan transportasi masal. Solusi tersebut dimaksudkan bahwa ketika 
tarif parkir kendaraan pribadi naik, masyarakat akan pindah haluan naik 
ke transportasi masal. 
Banyak negara Asia sudah menerapkan tarif parkir yang sangat 
tinggi bahkan bisa 30 kali lipat tarifnya. Singapura negara Asia dengan 
tarif parkir saja sudah mencapai 0,5 dollar Singapura per setengah jam 
yaitu berarti jika dikisarkan kerupiah sekiranya Rp 7.000 per jam. 
Sementara di Indonesia, rata-rata tarif sepeda motor per jam Rp 2.000 
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per jam, sedangkan mobil Rp 3.000 per jam. Parkir langganan di 
London Inggris bisa mencapai 578,87 pound sterling atau sekitar Rp 8,3 
juta sebulan serta di Hongkong mencapai Rp 6,6 juta sebulan, tidak 
kalah lagi di Tokyo Jepang mencapai Rp 5,8 juta sebulan atau bahkan 
yang harian bisa mencapai Rp. 773.000 per kendaraan.54  
 
1.5 Tabel persamaan Pengaturan Garage Car di Indonesia dan Jepang 
PERSAMAAN KELEBIHAN KEKURANGAN 
1. Diterapkan oleh 
Pemerintah di 







2. Kekurangan lahan 
parkir di Kota besar 
 
 
- Pada kedua negara 









- Tidak ada 





mobil, karena harus 
memikirkan aturan 
garasi dan sanksinya 
jika dilanggar. 
- Di kedua negara antara 
Indonesia dan Jepang 
masih banyak 
masyarakat yang 
                                                          














sembarangan parkir di 
bahu jalan dan lahan 
milik warga sekitar. 
 
1.6 Tabel Perbedaan Pengaturan Garage Car di Indonesia dan Jepang 
PERBEDAAN KELEBIHAN KEKURANGAN 
1. Perbedaan Ketertiban 
Lalu Lintas di 
Indonesia dan Jepang 









2. Perbedaan Biaya 
Parkir di Indonesia 
dan Jepang 




pengguna jalan serta 







- Di Jepang kondisi ini 
dapat meminimalisir 
seseorang untuk parkir 
sembarangan dengan 
- Di Indonesia kondisi 
ketertiban lalu lintas 









- Di Indonesia kondisi 
dengan parkir mahal 
seperti di Jepang akan 
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yang akan memarkirkan 
mobil pribadinya di 
beberapa tempat. 
 








































































































Berdasarkan hasil pembahasan tentang permasalahan dalam 
penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :  
1.  Penerapan pengaturan Garage Car di Indonesia masih belum berjalan 
dengan baik, banyak masyarakat Indonesia masih menyepelakan akan 
aturan yang ada. Sanksi yang diberikan pada Undang-Undang No.22 
Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan 
daerah DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 mengenai transportasi 
masih kurang tegas, kurang mengikat dan menyadarkan masyarakat. 
Sudah seharusnya peraturan di Indonesia dapat mencermati  aturan 
yang ada di Jepang yaitu Shako Shomei Sho , dimana penerapan aturan 
tersebut di Jepang berjalan sangat tertib. Pemerintah Jepang dibantu 
oleh kepolisian setempat melakukan pemeriksaan secara detail untuk 
surat pernyataan kepemilikan garasi sebelum membeli mobil. 
2. Perbandingan pengaturan Garage Car di Indonesia dan Jepang 
menunjukan hasil yang berbeda. Penerapan pengaturan Garage Car 
yang ada di Jepang lebih baik dari pada di Indonesia. Indonesia harus  
membenahi sistem pengaturan Garage Car yang ada, seperti 
ketertiban lalu lintas dan perencanaan tata ruang parkir serta biaya 
parkir. Namun perlu apresiasi  tinggi untuk Indonesia, khususnya Kota 
DKI Jakarta yang sudah mengeluarkan Peraturan daerah DKI Jakarta 
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Nomor 5 Tahun 2014 mengenai transportasi dan menerapkan aturan 
tersebut sebelum membelinya. Hal ini perlu diikuti oleh kota lain yang 
berada di bawah Pemerintah Daerah di Indonesia. 
 
B.  Saran 
Berdasarkan kesimpulan pada penelitian, maka saran yang dapat 
dikemukakan adalah sebagai berikut :  
1. Indonesia perlu mencontoh Negara Jepang dalam sistem penerapan 
aturan garasi mobil yang di terapkan oleh pemerintah  Jepang. 
Indonesia sudah menerapkan sistem sanksi derek mobil khususnya 
untuk DKI Jakarta namun sistem tersebut tidak berjalan dengan baik. 
sedangkan di Jepang tidak adanya sistem derek mobil namun sistem 
tersebut tetap berjalan dengan baik. Sanksi denda yang besar serta 
adanya pengecekan secara tersistem sebelum pembelian kendaraan 
bermotor benar-benar ketat dan Negara Jepang berhasil menjalankan 
aturan tersebut.  
2. Pemerintah Indonesia perlu mengeluarkan regulasi yang baru untuk 
membenahi aturan yang lama yaitu dalam sistem penerapan 
pengaturan kepemilikikan garasi dan kebutuhan ruang parkir sebelum 
membeli sebuah mobil. Regulasi tersebut diharapkan dapat 
memperbaiki sistem parkir mobil di Indonesia serta mengurangi 
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